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ABSTRAK
Nama : Insar Annur
Nim : 10400108015
Fak/Jur : Syari’ah Dan Hukum/Perbandingan Mazhab Dan Hukum
JudulSkripsi : “Tinjauan Kriminologis Dan Hukum Islam Terhadap Deviasi
Seks Dalam Hal Kejahatan Seksual”
Skripsi ini membahas tentang bagiamana tinjauan kriminologis dan hukum
Islam terhadap deviasi seks dalam kejahatan seksual, yang akan memaparkan
bagaimana tinjauan dan analisis kriminologis dan hukum Islam tentang deviasi seks
yang dapat menjadi suatu kejahatan seksual.
Yang menjadi permasalahan pokok dalam skripsi ini adalah bagaimana proses
terjadinya deviasi seks dapat menjadi suatu kejahatan, bagaimana bentuk-bentuk
deviasi seks dalam tinjauan hukum Islam, bagaimana peranan hukum Islam dalam
rangka mengatasi kejahatan seksual di dalam masyarakat.
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
pendekatan syar’iy (yuridis) yaitu pendekatan yang bertolak pada peraturan dan
norma serta nilai-nilai budaya dan hukum yang berlaku dan pendekatan Historis yaitu
mempelajari masalah dan peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang berhubungan
dengan permasalahan. Adapun pengum pulan data penulis mengguakan metode
library research. Sementara untuk metode analisis yang penulis gunakan adalah
metode deduktif yaitu metode yang digunakan untuk menyajikan bahan atau teori
yang sifatnya umum kemudian diuraikan dan dianalisis untuk memperoleh
kesimpulan yang bersifat khusus dan terperinci, metode induktif yaitu metode
analisis yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus lalu diuraikan dan dianalisis
untuk memperoleh suatu kesimpulan yang bersifat umum, dan komparatif metode
analisis yang dilakukan dengan mengadakan perbandingan antara satu konsep
dengan lainnya, kemudian menarik suatu kesimpulan.
Hasil penelitian mengambarkan penyebab dasar dari Deviasi Seks yang
menjadi kejahatan, di karenakan kehidupan dalam masyarakat atau dalam lingkungan
pelaku yang menjadi pathology sosial. Islam mengajarkan bahwa kehidupan yang
selaras harus sesuai dengan jalur yang telah di siapkan, jadi deviasi seksual ini
merupakan pelanggaran tehadap ajaran Agama Islam, karena hal ini bertentangan
dengan kodrat manusia dan akan mengakibatkan kerusakan kepada generasi penerus
bahkan menyebabkan kepunahan manusia.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Semenjak Agama Islam di turunkan oleh Allah SWT ke dunia ini masalah
tentang kehidupan dan kelangsungan hidup manusia telah diatur dan
penanganannya secara praktek langsung di berikan kepada manusia sendiri, akan
tetapi dalam menjalani kehidupan ini setiap manusia berbeda cara dan langkah
dalam mengisinya ada yang berpedoman dari Al-Quran dan Hadits.
Tujuan hukum menurut Al-Qur’an adalah supaya manusia berbuat baik
dan tidak sedikit yang menyimpang dari aturan yang telah di tetapkan. Dan
jangan berbuat jahat dalam masyarakat. Dan supaya tujuan itu dapat dicapai,
tentulah manusia itu harus patuh dan taat menurut peraturan-peraturan yang telah
ditentukan oleh hukum itu.1 Sedangkan Muhammad Tholchah Hasan2
menyebutkan bahwa tujuan Hukum Islam “untuk mewujudkan dan melindungi
kemaslahatan hidup umat manusia, melalui tatanan dan penetapan hukum-
hukumnya, baik berupa hukum taklifi maupun hukum wadh’i”.
1Abdoerraoef, Al-Qur’an dan Ilmu Hukum (Bulan Bintang, Jakarta,1970) h. 35.
2Muhammad Tholchah Hasan, Islam dalam Perspektif Sosial Budaya (Universitas Islam
Malang, Galasa Nusantara, 1987), h. 123.
2Secara umum paparan Abdul Wahhab  Khallaf3 menunjukan tentang
tujuan hukum Islam yang berkaitan dengan pemenuhan kemaslahatan/kebutuhan
manusia. Maka setiap perkara hukum yang disyari’atkan dalam kitab dan sunnah,
maka semua di dalamnya mendapatkan kemaslahatan hakiki yang umum, dan
bukan khusus untuk suatu kelompok dan lingkungan.4 Kebutuhan manusia
diistimewakan sebagai hak yang tidak boleh dilanggar dan diabaikan.
Pengabdian hak ini dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap
suatu hak mendasar manusia.
Dalam Islam, ekspresi kebebasan manusia harus ditempatkan dalam
kerangka keadilan, kasih sayang, dan persamaan kedudukan di mata Tuhan. Al-
Qur’an misalnya, sangat menaruh perhatian pada pemenuhan hak dan keadilan
dan tanggungjawab pelaksanaanya. “Janganlah kebencianmu terhadap suatu
kelompok mendorong kamu untuk berlaku tidak adil”5
Tujuan yang dipaparkan Abdul Wahhab Khallaf berkaitan dengan tujuan
tahsini itu juga di simpulkan oleh Dede Rosyada, bahwa tujuan itu berkaitan
3Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqih (Jakarta: Rajawali
Press, 1991), h. 197.
4Dahlan Idhamy, Karakteristik Hukum Islam (Jakarta: Media Sarana Press, 1987), h. 17-20.
5Alwi Shihab, Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama (Bandung: Mizan,
1997), h. 179.
3dengan akhlak yang baik, kebiasaan terpuji, dan menjalankan berbagai ketentuan
dharuri dengan cara yang sempurna.6
Dalam hal pelanjutan generasi, manusia telah di karuniakan oleh-Nya alat
untuk berproduksi yang secara ilegal telah di atur oleh agama Islam dan juga oleh
pemerintah Negara Kesatuan Republik Idonesia dalam bentuk Undang-Undang
perkawinan. Namun dari pada itu berbagai peristiwa yang terjadi banyak
pelanggaran terhadap cara berhubungan hingga terjadilah Deviasi Seksual yang
terjerumus kepada tindak kejahatan seksual.
Seperti halnya dalam QS. An-Nu>r (24) : 33 yang memerintahkan tentang
perintah menjaga kesucian seksualitas yaitu:
                      
                  
                   
                   
Terjemahnya:
“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian
(diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-
budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat
perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan
6Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial, Dirasa Islamiyah III (Jakarta: LSIK,
Rajawali Press, 1993), h. 29.
4berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya
kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan
pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, Karena kamu hendak
mencari keuntungan duniawi. dan barangsiapa yang memaksa mereka, Maka
Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.7
Ayat di atas memerintahkan kepada mausia agar menjaga kesucian
seksualitasya, yaitu tidak melakukan hubungan seks di luar perikahan atau lewat
cara tertentu yang tidak disyariatkan oleh Islam. Cara tentu yang disyariatkan
yaitu perempuan yang tertawan di medan perang, maka ia boleh dijadikan seperti
layakya isteri. Itulah dua jalan yang dihalalkan oleh Islam sebagai saluran sah
hubungan seksual yang halal.
Cara-cara lain hubungan seksualitas di luar cara di atas terlarang secara
mutlak. Karena itu, Hubungan seksualitas secara komersial, seperti pelacuran,
pergundikang, pasangan kontrak, dan lain-lain merupakan cara-cara kotor, keji
dan terkutuk dalam Islam, dan sekaligus merusak hakikat dan martabat Insaniah
manusia. Hanya hewan-hewan yang menempuh hubungan seksual tanpa nikah,
karena jenis mahluk ini tidak berakal dan tidak punya syariat.
Hubungan seks yang tidak sah merupakan perbuatan yang
menghancurkan masyarakat, lebih-lebih zina merupakan perilaku yang paling
keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan
7Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: PT. Karya Toha Putra,
2002), h. 494.
5perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.8
Dalam Firman Allah menyebutkan dalam QS. Al-Isra>’ (17) : 32, yaitu:
              
Terjemahnya:
“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu
perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”9
Bukanlah hal baru adanya manusia yang mejadikan aktivitas seksual
sebagai bagian dari aktivitas seksual sebagai bagian aktivitas bisnis. Hal ini
sudah berjalan ribuan tahun dan dianggap sebagai usaha yang paling mudah
untuk meraih kekayaan materi. Namun, jalan ini sangat kotor dan merusak
kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat. Merusak pribadi karena
menghancurkan sifat tanggug jawab pada diri sediri. Merusak keluarga karena
melenyapkan kesuciaan garis asab seorang anak terhadap ayahya, merusak
masyarakat karena tersebar luasya anak-anak tanpa perlidungan dan pengayoman
yang pasti ayah ibuya (yang menyebabkan kehadirannya di muka bumi ini).10
Seperti yang kita ketahui, telah banyak di beritakan oleh media
massa,baik media cetak maupun media elektronik, peyimpangan seks yang
terjadi di indonesia bukanlah hal yang sepele,belum lagi penyimpagan-
8Abdurrahman Doi, Tindak Pidana dalam Syariat Islam (Jakarta; Rineka Cipta, 1991), h. 31.
9Departemen Agama RI, op.cit., h. 388.
10Muhammad Thalib, Mewaspadai Jenis-Jenis Penyimpangan Seks Dan Solusinya
(Yogyakarta Ma’alimul Usrah Media, t.th), h. 9.
6penyimpangan seks yang menjurus kepada kejahatan seksual hingga bisa
mengakibatkan kerugian material dan beban psikis yang medalam bahkan juga
kehilangan nyawa bagi sang korban.
Kejahatan kesusilaan ini sudah begitu kompleks meresahkan dan
mencemaskan masyarakat sehingga tidak dapat di pandang dari satu sisi terkecil
saja. Apabila kita ingin mengetahuinya secara mendetail haruslah lebih berani
untuk masuk dan membahas akar-akar permasalahnya dan berbagai aspek
kehidupan sosial masyarakat yang mempunyai pengaruh terhadap prilaku
manusia termasuk kejahatan dan pelecehan seksual. Perilaku manusia tidaklah
muncul dengan sendirinya tetapi berkembang melalui satu proses akibat
pengaruh lingkungan, alam, aspek sosiologis, politik, ekonomi, budaya (agama
termasuk di dalamnya)11
Undang-undang perkawinan yang di tuangkan dalam undang-undang No
14 tahun 1974 yang mengatur cara untuk melanjutkan generasi dengan cara yang
halal dan legal serta di terima oleh agama dan masyarakat.
Dalam tinjauan secara kriminologis Deviasi seksual merupakan suatu
penyimpangan yang  tidak semuanya termasuk kejahatan seksual namun dari
pelecehan-pelecehan seksual yang belum termasuk di dalam kejahatan itu bisa
mengakibatkan suatu bentuk kejahatan baru yang merupakan suatu awal untuk
11Suparman Marzuki, Pelecehan Seksual (Cet; I, Yogyakarta: FH-Universitas Islam
Indonesia,1995), h. 180.
7musibah yang lebih besar. Karena adat kebiasaan dan peraturan tidaklah
membolehkan pelecehan atau penyimpangan yang merugikan sesama mahluk
hidup khususnya sesama umat manusia.
Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku
seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak
korban yang merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya kekerasan
seksual yang terjadi maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius
yang membutuhkan perhatian.
Dengan masih banyaknya penduduk dewasa yang buta huruf di negara-
negara muslim, minimnya pengetahuaan hukum Islam berkaitan dengan seks,
dan usaha-usaha yang disengaja dari negara-negara tertentu untuk melestarikan
budaya nasional mereka meski bertentangan dengan prinsip Islam, menyebabkan
masih banyak kaum muslimin memahami dan mempraktekkan seks menyimpang
dari norma Islam atau bercampur tahyul dan mistik12.
Salah satu praktek seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk
kekerasan seksual (seksual violence). Artinya praktium hubungan seksual yang
dilakukan dengan cara-cara kekerasan, di luar perkawinan yang sah dan
bertentangan dengan ajaran islam.
Dalam Firman Allah QS. Ar-Ra’d (13) : 38 yaitu:
12Marzuki Umar Sa’abah, Seks Dan Kita (Jakarta: Gema Insani Press,1997), h. 35.
8                       
         
Terjemahnya:
“Dan Sesungguhnya kami Telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu
dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada
hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan
izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).”13
Dan Firman Allah QS. An-Nahl (16) : 72 yaitu :
                    
                  
Terjemahnya:
“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan
menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan
memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman
kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.”14
Allah menjadikan manusia memiliki cara tersendiri dalam memenuhi
naluri seksualnya, tidak dibiarkan mengikuti cara-cara hewaniah. Hewan bebas
semaunya memenuhi dorongan seksualnya tanpa ikatan tertentu yang membebani
tanggung jawab apapun kepadanya. Namun, kepada manusia Allah letakkan
aturan dan norma khusus guna menjaga martabat dan kedudukannya sebagai
13Departemen Agama RI, op.cit., h. 343.
14Ibid., h. 372.
9mahluk Allah yang paling mulia. Norma dan aturan hubungan seksual manusia
diletakkan pada hukum pernikahan.
Dengan norma ini manusia disalurkan dorongan naluri seksualnya pada
jalan yang aman, terjaga hubungan lelaki dan perempuan secara bertanggung
jawab, terlindungi keturunannya dengan baik dan menjaga nasib perempuan agar
tidak diberlakukan sewenang-wenang.
Melihat kondisi sekarang ini, Deviasi seks (pelecehan seks) yang
seharusnya mendapat perhatiaan serius karena hal ini dapat berpegaruh terhadap
kelanggengan suatu mahligai rumah tangga, keadaan sosial, ekonomi masyarakat
dan  lain sebagainya.
Kekerasan memang merupakan tindak penistaan harkat kemanusiaan,
akan tetapi ada di antara manusia ini yang menganggap itu sebagai konsekuensi
logis kehidupan ini, yakni perempuan dianggap pantas untuk dikorbankan atau
diperlakukan sebagai objek pemuas kepentingan laki-laki dengan cara apapun
juga, termasuk membolehkan kekerasan.15
Kekerasan masih terus terjadi terhadap perempuan pada segala umur
dimana-mana. Kekerasan itu bisa di lakukan oleh orang-orang dan setiap tingkat
pendidikan, ekonomi, budaya, agama maupun suku bangsa. Karena pada
15Abdul Wahid, Perlindugan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi
Perempuan (Bandung: Refika Aditama, 2001), h. 52.
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dasarnya, kekerasan terjadi akibat paham dunia yang masih didominasi oleh laki-
laki dan kaum perempuan hanya dihitung setengah manusia.
Tindak kekejaman seksual seperti perkosaan, meskipun di tengah
masyarakat belum tentu dianggap sebagai suatu kasus kejahatan yang menarik
(seperti kalah menarik dibandingkan kejahatan politik) tidak berarti dapat
menghilangkan keseriusan kasus ini, apalagi kejahatan ini berakibat fatal bagi
kehidupan korban. Artinya tidak selalu yang tidak menarik di mata masyarakat
itu lantas tidak serius nilainya bagi kehidupan umat manusia terutama yang
terlibat dengan kasus ini.
Ada masyarakat yang tidak merasa punya kewajiban untuk ikut peduli
terhadap penderitaan orang lain atau sesamanya yang menjadi korban kejahatan.
Sikap individualitasnya ditonjolkan dan dibiarkan tampil untuk menghindari
tuntutan tanggung jawab moral dan kemanusiaan. Hidupnya hanya diabadikan
demi kepentingan dirinya sendiri, sementara orang lain dibiarkan saja. Begitu
pun dengan kaum hawa yang menjadi korban kejahatan, ia kurang atau tidak
diperdulikan. Tragisnya lagi,  penderitaannya dijadikan komoditi pemberitaan
dan pemuas dahaga publik.
Kekerasan, pelecahan dan eksploitasi seksual itu bahkan bukan hanya
menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong di bawah
umur (anak-anak). Kejahatan seksual ini tidak hanya berlangsung di lingkungan
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perusahaan, perkantoran, atau di tempat-tempat tertentu yang memberikan
peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat
terjadi di lingkungan keluarga.
Hal yang cukup memprihatingkan adalah kecenderungan maraknya
kejahatan seksual yang tidak hanya menimpa perempuan dewasa tetapi juga
menimpa anak-anak di bawah umur. Anak-anak perempuan ini dijadikan sebagai
objek komoditas (perdagangan) atau pemuas nafsu bejat dari seseorang dan
kelompok tertentu yang menjalankan bisnis seksual guna meraih keberuntungan
ekonomi berlipat ganda.
Selain itu, perilaku kekerasan yang berupa kejahatan perkosaan saat
tertentu di sikapi oleh masyarakat bukan lagi sebagai kejahatan yang menarik,
karena selain sudah setua sejarah kehidupan manusia, juga masyarakat sendiri
serta media masa kurang memberikan responsi terhadapnya. Namun begitu
tatkala perkosaan ini tergolong anak-anak di bawah umur di lakukan secara
bersama-sama atau di ikuti dengan tindakan kekerasan lain yang misalnya
berakibat kematian dan penderitaan psikologis, maka barulah kejahatan itu
menjadi menarik.
Terlepas dari sikap masyarakat itu, suatu kejahatan yang melanggar hak-
hak sesama manusia dan mengakibatkan sesuatu yang fatal secara fisik maupun
psikologis bagi orang lain tetaplah merupakan suatu kejahatan yang cukup
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serius,terutama kasus kejahatan perkosaan. Perkosaan merupakan produk
perilaku manusia yang kehilangan nurani kemanusiaannya dan perilaku
bermodus kebinatangan dibiarkan menguasai dan mengendalikan dirinya.
Menurut R. Sugandhi yang di maksud perkosaan adalah “ seorang pria
yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan
persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan
kemaluan pria telah masuk kedalam lubang seorang wanita yang kemudian
mengeluarkan air mani.16 Kekerasan apapun yang terjadi dalam masyarakat,
sesungguhnya berangkat dari suatu ideologi tertentu yang mengesahkan
penindasan di suatu pihak, baik perorangan maupun kelompok terhadap pihak
yang lain.17 Perkosaan adalah perbuatan seseorang dengan kekerasan atau
ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita untuk melakukan persetubuhan
di luar ikatan perkawinan dengan dirinya.18
Tindakan kejahatan merupakan wujud penindasan dan pelanggaran hak
asasi yang dilakukan seseorang kepada orang lain, orang dewasa kepada anak-
anak, majikan kepada pembantunya dan laki-laki kepada perempuan.
16R.Sugandhi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya (Surabaya: Usaha
Nasional, 1980), h. 302.
17Suparman Marzuki (et.al), Pelecahan Seksual (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas
Islam Indonesia, 1995), h. 79.
18PAF.Lamintang dan Jisman Samisor, Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Baru, 1983),
h. 122.
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Akumulasi macam kejahatan ini seperti perampokan yang diikuti
kejahatan penganiayaan dan perkosaan. Ketika melakukan perampokan, pelaku
memanfaatkan kondisi korban yang sudah tidak berdaya untuk dianiaya lebih
keji dan diperkosa. Akibatnya, korban mengalami penderitaan yang cukup serius,
lebih-lebih jika perkosaan dilakukan secara bergantian dan massal. Oleh karena
itu, perkosaan bukan hanya cerminan dari citra perempuan sebagai objek seks,
melainkan sebagai objek kekuasaan laki-laki.19 Sulit dibayangkan penderitaan
yang dialami pihak perempuan dan keluarganya.
Deviasi seks (pelecehan seksual) merupakan kejahatan kesusilaan yang
bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Pelecehan seks secara lisan biasanya
berupa desakan verbal yang terus menerus atau mengucapkan kata-kata rayuan
gombal yang bertujuan memanipulasi orang dengan tujuan seksual.20 Kejahatan
ini cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri, penyebabnya dapat
dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban yang secara tidak
langsung mendorong pelakunya dan bisa jadi karena ada unsur-unsur yang
mempengaruhinya.
Menurut Lidya Suryani W dan Sri Wurdani, bahwa perkosaan dapat
terjadi karena berbagai macam sebab, seperti adanya rasa dendam pelaku pada
korban,karena rasa dendam pelaku pada seseorang wanita sehingga wanita lain
19Dadang S. Anshari, Membincangkan Feminisme, Refleksi Muslimah atas Peran Sosial
Kaum Wanita (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), h. 74.
20Ronald Hutape, AIDS & PMS Dan Perkosaan (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 120.
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menjadi sasaran kemarahannya, korban sebagai kompensasi perasaan tertekan
atau stress pelaku atas berbagai permasalahan yang dihadapinya karena pengaruh
rangsangan lingkungan. Sebagai contoh, seorang wanita berjalan sendiri ditempat
yang sepi, cara korban berpakaian yang dapat merangsang seseorang untuk
melakukan kejahatan perkosaan.21 Tetapi mayoritas terjadinya tindak perkosaan
karena dipicu oleh korban yang sesungguhnya adalah generalisasi yang agak
gegabah dan condong melecehkan wanita.22
Psikolog Kartini Kartono mendeskripsikan latar belakang perkosaan,
“pada peristiwa perkosaan, sang pemerkosa selalu didorong oleh nafsu-nafsu
seks sangat kuat, dibarengi emosi-emosi yang tidak dewasa dan tidak mapan.
Biasanya dimuati oleh unsur-unsur kekejaman dan sadistis.”23
Korban perkosaan merupakan korban praktik kekerasan yang dilakukan
pelaku. Pihak pemerkosa telah menggunakan ancaman dan kekerasan (paksaan)
untuk menundukkan korban. Korban dibuat takut sehingga tidak berani melawan,
atau dibuat tidak berdaya sehingga mau mengikuti kehendak pelaku.
Dalam hukum Islam pun, tidak dikenal istilah perkosaan dalam
perkawinan. Soal hubungan biologis (seksual) antara suami isteri diatur
mengenai etikanya, seperti tentang keharusan (kewajiban) suami memberikan
21Made  Darma Weda, Kriminologi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 77.
22Bagong Suyanto & Emy Susanti Hendrarso, Wanita, Dari Subordinasi dan Marginalisasi
Menuju ke Pemberdayaan, (Surabaya: Airlangga University Press, 1996), h. 10.
23Kartini Kartono, Patologi Sosial (Jilid I; Jakarta: Rajawali, 1983), h. 169.
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nafkah bathin (seks) pada isterinya dengan cara mempergaulinya yang baik
(tidak perlu dilakukan dengan kekerasan), sedangkan istri (perempuan)
berkewajiban melayani kebutuhan seksual tatkala suaminya membutuhkan.
Di berbagai kasus perkosaan, sering terjadi pelaku selain melakukan
penganiayaan seksual juga dibumbui dengan berbagai tindak kejahatan
lain,seperti perampokan harta benda dan bahkan pembunuhan.
B. Rumusan Masalah Dan Batasan Masalah
Berdasarkan dari uraian di atas untuk memilih penelitian terhadap
kejahatan seksual namun dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan
terhadap seksual pelacuran dan perzinahan, maka sudah semestinya penulis
memberikan suatu rumusan masalah.Yang akan di jabarkan oleh penulis dalam
permasalahan ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana Proses Terjadinya Deviasi Seks menjadi suatu kejahatan?
2. Bagaimana Bentuk-bentuk Deviasi Seks dalam tinjauan Hukum Islam?
3. Bagaimana peranan Hukum Islam dalam rangka mengatasi kejahatan seksual
di dalam masyarakat ?
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C. Hipotesis
Hipotesis pada dasarnya merupakan penyataan yang masih lemah
kebenarannya dan masih perlu utuk di buktikan kebenarannya24 karena
pengambilan hipotesis ini hanya rekaan sementara penulis.
Sebelum penulis melakukan penelitian tentang Deviasi Seks, penulis akan
mengemukakkan terlebih dahulu hipotesisnya sebagai jalan keluar sementara
permasalah ini.
1. Penyebab dasar dari Deviasi Seks yang menjadi kejahatan, di karenakan
kehidupan dalam masyarakat atau dalam lingkungan pelaku yang menjadi
pathology sosial seperti kemiskinan, anak zinah, pelacuran, alkohollisme
yang satu sama lain mempunyai sebab dan hubungan yang sama.
2. Islam mengajarkan bahwa kehidupan yang selaras harus sesuai dengan jalur
yang telah di siapkan, jadi Deviasi Seksual ini merupakan pelanggaran
tehadap ajaran Agama Islam, karena hal ini bertentangan dengan kodrat
manusia dan akan mengakibatkan kerusakan kepada generasi penerus
bahkan menyebabkan kepunahan manusia.
3. Hukum Islam sangat berperan penting dan aktif dalam rangka mengatasi
kejahatan seksual di dalam masyarakat hal ini dapat dilihat dari banyaknya
firman-firman Allah swt. yang memberikan gambaran tentang bagaimana
peranan hukum Islam dalam mengatasi kejahatan seksual.
24 Sutrisno Hadi, Statistik (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1986) h. 257.
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D. Pengertian Judul
Dari beberapa perbedaan pendapat yang terjadi terhadap judul di
atas,maka untuk itu penulis mangambil jalan tengah dengan menyatukan dalam
memberikan batasan terhadap judul tersebut.
Adapun yang di maksud adalah sebagai berikut :
“Kriminologis berarti berkenaan dengan kriminologi”. Kriminologi
berarti pengetahuan mengenai kejahatan dan tindak pidana.25
“Deviasi berarti penyimpangan, Penyelewengan, Perbuatan yang tidak
sesuai dengan hal yang sewajarnya.26
“Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan Wahyu Allah,
Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang di akui dan di yakini
berlaku mengikat untuk semua umat Islam27 dan hukum  mengenai norma-norma
keagamaan Islam yang mengatur perikehidupan manusia”.28 Dari aspek historis,
jika dalam sepanjang sejarah, kata hukum Islam (Islamic Law) diasosiasikan
sebagai fiqh, maka dalam perkembangannya, produk hukum Islam didominsai
25Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi. II;
Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 530.
26 Ibid., h. 229.
27Ismail Muhammad Syah, Filasafat Hukum Islam (Cet I; Jakarta: Bumi Aksara,1992), h.17-
18.
28R. Subekti & R. Tjitrosudibio, Kamus Hukum (Jakarta: Pradya Paramitha, 1978), h. 256.
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oleh fiqh. Setidaknya masih ada tiga jenis produk lainnya, pertama, fatwa, kedua,
keputusan pengadilan, dan ketiga, adalah undang-undang.29
“Seks berarti hal-hal yang berkaitan dengan hubungan laki-laki dan
perempuan”dalam suatu pengertian lain adalah jenis kelamin.30
“Kejahatan berarti berati suatu tindakan yang di lakukan yang
bertentangan dengan undang-undang atau norma-norma yang berlaku.”
“Seksual adalah perbuatan yang berhubungan dengan kelamin, berkenaan
dng perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.31
Berdasarkan dengan arti kata tersebut, maka pengertian operasionalnya
dari Tinjauan Kriminologis Dan Hukum Islam Terhadap Deviasi Seks Dalam Hal
Kejahatan Seksual dalam skripsi ini adalah suatu penelitian tentang sebab
terjadinya penyimpangan hubungan seksual yang menjadi suatu tindak pidana
kejahatan seksual yang masih terselubung dan tersembunyi dalam tinjauan
peraturan dan ketentuan yang berdasarkan pada wahyu Allah dan Sunnah Rasul
(kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis).
29Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995) h. 8-9.
30Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, op.cit., h. 893.
31Ibid., h. 894.
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E. Tinjauan Pustaka
Masalah pokok yang di bahas oleh penulis adalah bagaiman peranan
Hukum Islam dalam mengatasi deviasi seks yang berubah mejadi suatu tindak
pidana kejahatan seksual. Dan mengenai masalah ini penulis telah membaca
literatur yang berhubugan dengan judul tersebut.
Di antara dalam pembahasan Buku Pendidikan Anak Menurut Islam
Pendidikan Seks yang di tulis Abdullah Nashih Ulwan bersama rekannya Hassan
Hathout menjelaskan bahwa anak memiliki berbagai kebutuhan biologis yang
peru di penuhi secara memadai dan tidak menyimpang dari kaedah kehidupan
yang sehat maupun kehidupan yang etis. Visi tersebut menunjukan pentingnya
upaya orang tua dalam rangka pengembangan dan pembimbingan. Upaya
tersebut tidak di batasi pada tindakan verbal semata tetapi melibatkan berbagai
aspek kehidupan.32
Setiap pemuda atau remaja usia ideal akan terpengaruh di jalan-jalan dan
beberapa tempat, dengan mudah ditemui gambar-gambar porno yang merusak.
Dan juga di singgung bahwa faktor-faktor kerusakan dan menjadikan anak
menyeleweng adalah lari dari pengaruh teman yang jahat dan pergaulan yang
rusak apalagi bila anak itu lemah iman, lemah nalar dan rusak akhlaknya.
32Abdullah Nashih Ulwan dan Hassan Hathout, Pendidikan Anak Menurut Islam Pendidikan
Seks (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 1992), h.  53.
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Di dalam buku Pengantar Tentang Kriminologi, terjemahan oleh
R.A.A.Koesman dari pengaran aslinya Bonger W.A.Mv, menjelaskan bahwa
kejahatan di artikan yang meninjaunya lebih dalam sampai pada intinya, suatu
kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan yang bertentangan dengan
kesusilaan.
Juga di jelaskan bahwa kerusakan mental seksual dari seseorang lebih
banyak di pengaruhi oleh keadaan lingkungan di mana di dalam suatu penelitian
di temukan banyak sekali anak-anak yang berusia baligh atau puber masih tidur
seruangan dengan orang tuanya ataupun dengan saudara perempuannya.
Dalam buku Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual
(Advokasi atas Hak Asasi Perempuan) yang ditulis oleh Abdul Wahid dan
Muhammad Irfan dijelaskan bahwa kekerasan, pelecehan dan eksploitasi seksual
merupakan fenomena pahit yang tidak hanya menimpa perempuan dewasa
namun juga menimpa anak-anak perempuan di bawah umur. Berbagai modus
kejahatan seksual terhadap perempuan tidak akan putus apabila digambarkan
secara grafik, efek jera yang diharapkan dari hukuman atas pelakunya belu juga
nampak.
Dalam bukunya Moh Yasir Alimi yang berjudul, Dekonstruksi
Seksualitas Poskolonial dijelaskan bahwa Freud, dengan segala bantahan atau
bahkan kecaman melontarkan sebuah pemikiran bahwa segala tingkah laku
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manusia berawal dari naluri seksualitas. Hal tersebut berlaku pada setiap manusia
bahkan pada anak-anak. Seksualitas dalam pemikiran Freud adalah bukan
sekedar seksualitas genitas, yaitu semua yang berhubungan dengan fungsi-fungsi
organ pengembangbiakan. Bagi Freud naluri seksual adalah sesuatu hal yang
jauh lebih luas dan jauh lebih tua daripada seksualitas genitas.
Dalam buku Gelombang Migrasi dan Konflik Kepentingan Regional dari
Perbudakan dan Perdagangan Manusia yang ditulis oleh Abdul Haris dan
Nyoman Adika, dijelaskan bahwa Prostitusi bukanlah masalah baru yang ada
dalam sebuah masyarakat tapi masalah lama yang diwariskan oleh nenek moyang
kita sebagai sebuah kebudayaan yang sepertinya harus kita lestarikan. Inilah
salah satu doktrin yang ada dalam masyarakat kita diantara sekian banyak doktrin
yang dipakai untuk melestarikan kebudayaan prostitusi tersebut, banyak
dikalangan kita yang menganggap prostitusi adalah masalah sosial yang tidak
bisa dihilangkan karna dia ada disetiap zaman dan yang harus dilakukan adalah
melokalisasikan prostitusi tersebut sehingga dampak yang ditimbulkan bisa
diantisipasi.
Buku yang ditulis oleh Abdul Wahid dengan judul Islam dan Idealitas
Manusia, Dilema Anak, Buruh dan Wanita Modern, dijelaskan bahwa dinamika
kejahatan kesusilaan di Indonesia sudah memasuki tahap yang memprihatinkan.
Misalnya, rata-rata setiap empat jam telah terjadi satu kali perkosaan atau setiap
tahunnya tidak kurang dari 1700 kasus perkosaan yang ditangani oleh pihak
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berwajib. Data kasus ini masih dimungkinkan pembekakannya, yang dikenal
dalam statistik kriminal sebagai dark number, yaitu terjadinya kasus perkosaan
yang tidak diadukan oleh korban ataupun keluarganya ke pihak yang berwajib.
Hak asasi untuk bebas dari penganiayaan dan kekerasan fisik maupun
structural dapat dikatakan cukup sering menimpa perempuan. Sebagaimana yang
diungkapkan oleh Made Darma Weda dalam bukunya yang berjudul
Kriminologi, bahwa dewasa ini, kejahatan perkosaan merupakan kejahatan yang
cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat. Kejahatan tersebut
nampaknya meningkat secara kuantitas, sehingga menimbulkan keresahan di
kalangan masyarakat.
Dari beberapa buku yang disebutkan di atas dan beberapa karya yang
dijadikan sumber data primer maupun sekunder, ternyata belum didapati suatu
penelitian ataupun karya yang pembahasannya menekankan tentang tinjauan
kriminologis dan hukum Islam terhadap deviasi seksual dalam hal kejahatan
seksual. Oleh karena penelitian ini akan berupaya menyajikan suatu uraian
menganai tinjauan kriminologis dan hukum Islam terhadap deviasi seksual dalam
hal kejahatan seksual yang akan dibahas secara jelas dan rinci sehingga
menghasilkan suatu penelitian yang bersifat ilmiah dan baru.
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F. Metode Penelitian
1. Metode Pendekatan
 Pendekatan syar’iy (yuridis) yaitu pendekatan yang bertolak pada peraturan
dan norma serta nilai-nilai budaya dan hukum yang berlaku, artinya
permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini akan dirujuk kepada
peraturan dan norma serta nilai-nilai budaya dan hukum yang berlaku.
 Pendekatan Historis yaitu mempelajari masalah dan peristiwa yang terjadi
pada masa lampau yang berhubungan dengan permasalahan, yaitu
permasalahan yang telah lampau akan dicari letak relevansinya dengan
permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.
2. Metode Pengumpulan Data
Penelitian ini dan pengumpulan data yang penulis lakukan dalam
menyusun skripsi ini adalah Library Research (kepustakaan) yaitu dengan
cara melalui buku-buku umum dan agama, berbagai peraturan perundang-
undangan, makalah dan tulisan-tulisan lain yang relevan.
3. Metode Pengolahan dan analisis Data
Dalam menganalisa materi dan data yang di tuliskan, penulis
mempergunakan beberapa metode yaitu :
 Metode Deduktif yaitu dengan memperhatikan dan menguraikan
permasalahan deviasi seks yang berlaku umum, lalu dianalisis untuk
mencari kesimpulan yang berlaku secara khusus.
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 Metode Induktif yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menguraikan
prinsip-prinsip dasar dalam deviasi seks dalam hal kejahatan seksual, lalu
dianalisis untuk mencari kesimpulan bersifat umum.
G. Tujuan dan Keguanaan Penelitian
Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah :
a) Agar dapat mengetahui dampak dari penyimpangan seksual dan menjadi
suatu  kejahatan.
b) Agar pegetahuan tentang seks serta status Deviasi Seks dalam pandangan
Islam lebih banyak dan berguna.
c) Agar mengetahui keberadaan Hukum Islam dalam penerapannya terhadap
pelaku Deviasi seks dalam rangka mengatasi  kejahatan sesual dalam
masyarakat.
Adapun kegunaan peulisan skripsi ini adalah :
a) Untuk menambah wawasan dan cakrawala berpikir mengenai penyimpangan
seksual.
b) Diharapkan untuk menjadi bahan bacaan dan motivasi belajar tentang hal
Deviasi seks bagi seluruh mahasiswa dan pelajar pada umumnya dan
mahasiswa Fakultas syariah Dan Hukum pada khususnya untuk mengkaji
dan membahas kajian masalah Deviasi Seks ini.
c) Diharapkan untuk menjadi sumbang saran bagi para pakar hukum agar
menetapkan dan memperjelas tentang kedudukan deviasi seks.
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H. Sistematika Penulisan
Untuk mengetahui gambaran keseluruhan pembahasan penelitian ini,
berikut akan dikemukakan beberapa bahasan pokok dalam tiap bab:
Bab I merupakan pendahuluan dimana bab ini terdiri dari latar belakang
masalah, rumusan masalah, definisi operasional dan ruang lingkup pembahasan
untuk mendapatkan pengertian yang jelas dari judul yang dimaksud. Di
dalamnya, diuraikan pula metodologi penelitian yang digunakan, kajian pustaka,
tujuan dan kegunaan dari penelitian ini, dan diakhiri dengan garis besar isi
skripsi. Semua hal di atas merupakan kerangka awal dalam pembahasan
selanjutnya.
Bab II merupakan pemaparan mengenai definisi dan ruang lingkup
deviasi seks, pada bab ini akan dipaparkan definisi deviasi seks yang akan
memberikan gambaran tantang pengertian ang terkandung dalam deviasi seks,
selanjutnya akan diberikan uraian tentang macam-maca, karakteristik dan modus
operandi seks. Setelah itu akan bibahas pula mengenai faktor-faktor yang
menyebabkan deviasi seks serta bagaiman deviasi seks sebagai pelecehan hak
asasi perempuan.
Bab III membahas tentang tinjauan hukum islam mengenai kejahatan
seksual, dalam bab ini akan dibahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam
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ketika menguraikan dan menjelaskan mengenai deviasi seks, serta bagaimana
tinjauan hukum pidana Islam dalam menanggapi deviasi seks.
Bab IV membahas mengenai analisis kriminologis dan hukum islam
terhadap deviasi seks dalam hal kejahatan seksual, pada bab ini Berisi analisis
kriminologis deviasi seks yang memberikan uraian tentang bagaimana tinjauan
kriminologis tentang deviasi seks sehingga dapat menjadi suatu pelecehan atau
kejahatan seksual. Serta analisis hukum Islam terhadap deviasi seks yang  akan
memberikan uraian mengenai bagaimana hukum Islam dalam menanggapi
deviasi seks dalam hal kejahatan seksual. Serta peranan hukum Islam dalam
rangka mengatasi kejahatan seksual di dalam masyarakat
Bab V merupakan penutup atau akhir yang di dalamnya dikemukakan
kesimpulan yang berfungsi menjawab pokok permasalahan dan sub masalah
yang telah dikemukakan sebelumnya. Serta implikasi penelitian sebagai
rekomendasi yang lahir dari uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya.
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BAB II
DEFINISI DAN RUANG LINGKUP DEVIASI SEKS
A. Pengertian Deviasi Seks
A. Qirom Syamsudin dan E. Sumaryono memberikan penjelasan
mengenai pengertian kejahatan sebagai berikut :1
1. Segi sosiologis, yaitu kejahatan yang ditekankan pada ciri-ciri khas yang
dapat dirasakan dan diketahui oleh masyarakat tertentu. Masalahnya terletak
pada perbuatan immoril yang dipandang secara objektif, yaitu jika dari sudut
masyarakat di mana masyarakat dirugikan;
2. Segi yuridis, yaitu kejahatan yang dinyatakan secara formil dan hukum
pidana. Jadi adalah semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan
ketentuan hukum pidana secara definitif dinyatakan sebagai perbuatan
kejahatan;
3. Segi psikologis, yaitu kejahatan merupakan manifestasi kejiwaan yang
terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-
norma yang berlaku dalam suatu masyarakat.
Dalam ajaran Islam juga digariskan, bahwa ada berbagai macam bentuk
perbuatan manusia yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Suatu bentuk
perbuatan yang disengaja atau direncanakan (bukan karena kealpaan/kelalaian)
1Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan) (Jakarta: Akademika
Pressindo, 1993), h.28.
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yang mengakibatkan kerugian bagi sesama manusia juga dapat disebut
kejahatan.2
Pada Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan
disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah
setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau
mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik,
seksual, atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau
perampokan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan
umum maupun dalam kehidupan pribadi.3
Marzuki Umar Sa’abah mengingatkan, “membahas masalah seksualitas
manusia ternyata tidak sederhana yang dibayangkan, atau tidak seperti yang
dipahami masyarakat kebanyakan. Pembahasan seksualitas telah dikebiri pada
masalah nafsu dan keturunan. Seolah hanya ada dua kategori dari seksualitas
manusia, yaitu:4
a. Seksualitas yang bermoral, sebagai seksualitas yang sehat dan baik
b. Seksualitas yang immoral, sebagai seksualitas yang sakit dan jahat
Meskipun pendapat itu mengingatkan kita agar tidak menyempitkan
pembahasan mengenai seks, namun pakar itu mengakui mengenai salah satu
2Ibid., h. 29.
3Ibid., h. 33.
4Marzuki Umar Sa’abah, Seks dan Kita (Jakarta: Gema Insani Pres, 1997), h. 15.
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bentuk seksualitas yang immoral dan jahat. Artinya ada praktik seks yang dapat
merugikan pihak lain dan masyarakat, karena praktik itu bertentangan dengan
hukum dan norma-norma keagamaan.
Salah satu praktek seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk
kekerasan seksual (sexual violence). Artinya praktek hubungan seksual yang
dilakukan dengan cara-cara kekerasan, di luar ikatan perkawinan yang sah dan
bertentangan dengan ajaran Islam. Kekerasan ditonjolkan untuk membuktikan
pelakunya memiliki kekuatan fisik yang lebih, atau kekuatan fisiknya dijadikan
alat untuk memperlancar usaha-usaha jahatnya.
Kekerasan seksual itu merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku
seksual yang deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak
korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual
yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang
membutuhkan perhatian.
B. Macam-macam, Karakteristik, dan Modus Operandi Seks
Tindakan manusia tidak selamanya sesuai dengan nilai dan norma yang
berlaku dalam masyarakatnya. Adakalanya terjadi penyimpangan terhadap nilai
dan norma yang ada. Tindakan manusia yang menyimpang dari nilai dan norma
atau peraturan disebut dengan perilaku menyimpang. Apakah perilaku
menyimpang itu, pernahkah kamu melakukan tindakan-tindakan yang termasuk
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dalam kategori perilaku menyimpang. Ada banyak perilaku menyimpang yang
terjadi di masyarakat. Dari yang sederhana atau kecil sampai yang kompleks
yang akibatnya sangat meresahkan masyarakat. Begitu pula halnya dengan
permasalahan deviasi seksual dari dahulu hinga dasawarsa ini selalu  menjadi
permasalahan yang tidak kunjung mendapatkan sebuah solusi untuk mengatasi
permasalahan deviasi seksual.
Deviasi seksual adalah istilah dalam gangguan perkembangan
psikoseksual. Deviasi seksual dapat dibagi atas dua kelompok-Kelompok yang
pertama adalah deviasi seksual yang pada dasarnya memiliki pola biologis yang
normal, namun dalam kondisi antisosial antara lain seperti freesex, sadisme, atau
pemerkosaan. Kelompok yang kedua adalah deviasi seksual yang pola
seksualnya ditandai oleh kondisi yang abnormal dalam pilihan objek seksualnya
seperti homoseksual atau bestialitas.
Secara keseluruhan, yang termasuk deviasi seksual antara lain
pemerkosaan, incest, homoseksualitas dan transvestitism; pedophilia; bestialitas;
exhibitionism; voyeurism; fetishism; nekrofilia; sadisme dan machochism. Pada
dasarnya, pemerkosaan merupakan perilaku seksual yang memiliki objek seksual
yang normal, artinya lawan jenis dan sebaya. Namun relasi seksual yang terjalin
dalam pemerkosaan berada dalam lingkup kondisi antisosial karena relasi seksual
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terjadi atas dasar paksaan yang mengandung unsur agresivitas dari orang yang
memiliki kepribadian diliputi dengan kebencian.5
Penyebab dari perilaku pemerkosaan adalah kegagalan dalam
perkembangan nilai-nilai moral yang adekuat dan rendahnya kontrol dalam
dorongan seksual dan dorongan kebencian. Kasus pemerkosaan bisa saja
dilakukan oleh penderita schizophrenics atau penderita psikopati.
Incest adalah relasi seksual yang terjalin dilakukan oleh pasangan yang
memiliki ikatan keluarga yang kuat, seperti misalnya ayah dengan anak
perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama saudara
kandung. Penyebabnya antara lain ruangan dalam rumah yang tidak
memungkinkan orang tua, anak, dan antar saudara pisah kamar. Sedangkan
hubungan incest antara ayah dengan anak perempuan dapat terjadi sehubungan
dengan keberadaan penyakit mental yang sangat serius pada pihak ayah.
Homoseksualitas adalah suatu kondisi ketika penderita memiliki
ketertarikan erotik seksual terhadap jenis kelamin yang sama, demikian pula pada
penderita transvestitism. Perbedaannya, pada penderita homoseksual tidak
memiliki keinginan untuk menggunakan pakaian wanita dan menampilkan diri
sebagai wanita, sedangkan penderita transvestitism selain ketertarikan seksual
5Kartini kartono, Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual (CV. Mandar Maju:
Bandung), h. 31.
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erotik tertuju pada jenis kelamin yang sama, ia pun menikmati penampilan sosial
dengan menggunakan atribut kewanitaan.
Penyebab dari kedua penyimpangan ini antara lain:
a. Pengalaman homoseksual ketika penderita pernah dijadikan objek seksual
oleh orang dewasa sesama jenis.
b. Pola asuh keluarga yang sangat menginginkan anak perempuan sehingga
mendadani anak laki-lakinya seperti mendadani anak perempuan.6
c. Identifikasi yang dekat dengan orang tua jenis kelamin yang berbeda, anak
laki-laki terhadap ibunya.
Objek seksual pada penderita pedophilia adalah anak-anak di bawah
umur. Kasus pedophilia terdiri dari dua jenis, yaitu: a) Pedophilia homoseksual,
yaitu objek seksualnya adalah anak laki-laki di bawah umur;) Pedophilia
heteroseksual, yaitu objek seksualnya adalah anak perempuan di bawah umur.
Penyebab pedophilia antara lain sebagai berikut:
a. Hambatan dalam perkembangan psikologis yang menyebabkan
ketidakmampuan penderita menjalin relasi heterososial dan homososial yang
wajar.
6Kartini Kartono, op.cit. h .14.
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b. Kecenderungan kepribadian antisosial yang ditandai dengan hambatan
perkembangan pola seksual yang matang disertai oleh hambatan
perkembangan moral.
c. Terdapat kombinasi regresi, ketakutan impoten, serta rendahnya tatanan etika
dan moral.
Deviasi seksual yang menjadikan binatang sebagai objek pemuasan
dorongan seksualnya dinamakan bestialitas. Banyak orang yang terangsang
secara seksual bila melihat binatang berhubungan seksual, sehingga
kemungkinan sementara remaja laki-laki yang membayangkan dirinya berperan
sebagai binatang jantannya dan terobsesi oleh imajinasi tersebut, membuka
peluang bagi perkembangan ke arah bestialitas.
Jadi, kondisi tersebut bisa disebabkan antara lain oleh:
a. Penderita didominasi oleh pikiran pola relasi seksual pada binatang.
b. Refleksi ketakutan dan ketidakadekuatan dalam melakukan pendekatan
terhadap jenis kelamin lain.
c. Hambatan dalam kemampuan bergaul dengan lingkungan sosial pada
umumnya dan jenis kelamin lain pada khususnya.
Deviasi seksual ini ditandai oleh pencapaian kenikmatan seksual dengan
cara mempertontonkan alat genital diantara sekelompok orang atau pada
kelompok orang yang lebih besar. Secara mayoritas terdiri dan orang-orang yang
34
berlawanan jenis. Kadang-kadang demonstrasi alat kelamin tersebut disertai oleh
aktivitas masturbasi.
Penyebab deviasi seksual ini antara lain:
a. Kecenderungan penderita yang kuat terhadap keyakinan bahwa masturbasi itu
berdosa sehingga dengan menjadikan masturbasi sebagai bagian dari eksibisi
genital, maka masturbasi bukan menjadi aktivitas tunggal.
b. Orang eksibisionis biasanya mengalami perasaan rendah diri, tidak aman,
inadekuat dalam relasi sosial, serta memperoleh ibu yang dominan dan sangat
protektif.
c. Pada umumnya, eksitasi dari khalayak tempat penderita memamerkan alat
kelaminnya justru menjadi faktor penguat bagi berulangnya perilaku eksibisi
tersebut.7
Voyeurism adalah perilaku mengintip sebagai cara untuk memperoleh
kepuasan seksual. Objek perilaku mengintip tersebut adalah tubuh wanita
telanjang yang sedang berada di kamar mandi, atau justru mengintip pasangan
yang sedang melakukan hubungan seksual.
Penyebab voyeurism antara lain sebagai berikut:
a. Ketidak-adekuatan relasi dengan lawan jenis dan rasa ingin tahu yang sangat
mendominasi dirinya tentang aktivitas seksual.
7Kartini Kartono, Ibid., h. 47.
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b. Pernah mengalami trauma psikologis dari perlakuan jenis kelamin lain yang
menambah kadar rasa kurang percaya diri.
Penderita ini memiliki minat seksual yang terkait dengan bagian tubuh
yang hidup seperti rambut perempuan, atau obyek-obyek mati seperti pakaian
dalam perempuan. Rentang objek fetishistik terdiri dari buah dada, rambut,
kuping, tangan, pakaian dalam, sepatu, sapu tangan, minyak wangi, atau stoking
yang terkait dengan jenis kelamin lain. Yang patut digaris bawahi, eksitasi dan
kepuasan seksual berkisar pada mencium, memainkan, atau mengecap benda-
benda tersebut. Biasanya, dilakukan dengan perilaku masturbasi. Selain itu,
biasanya benda-benda tersebut diperoleh dengan cara mencuri.
Penyebab fetishisme adalah:
a. Kekurang mampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan pergaulan luas.
b. Kecenderungan individu untuk tertarik hanya pada bagian tubuh tertentu,
seperti pada rambut yang hitam atau kuku yang panjang sehingga apabila
penderita bertemu dengan lawan jenis yang memiliki karakter bagian tubuh
yang menarik dirinya, maka akan membuat dirinya terangsang secara seksual.
Namun, hambatan dalam penyesuaian diri mengandung unsur
ketidakmampuan menjalin relasi sosial yang adekuat dengan lawan jenis yang
memiliki bagian tubuh yang ia sukai.
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Nekrofilia adalah suatu keadaan penderita yang mendapatkan dirinya
dapat memperoleh eksitasi dan kepuasan seksual melalui relasi seksual dengan
mayat perempuan. Penderita ini biasanya memiliki dasar psikopatologi yang
ekstrem, sehingga dapat dikatakan bahwa nekrofilia merupakan kasus yang
jarang ditemui. Beberapa kasus nekrofilia diikuti oleh kecenderungan sadisme
yang ekstrem yang mendorong penderita untuk melakukan pembunuhan terhadap
perempuan korban untuk selanjutnya diikuti oleh pelampiasan dorongan seksual
terhadap korban pembunuhan tersebut.
Seorang sadisme akan memperoleh kepuasan seksual melalui jeritan dan
teriakan pasangannya yang menderita karena siksaan fisik yang dilakukannya
selama berhubungan seksual. Pada umumnya, penderita sadisme adalah laki-laki,
sedangkan efek perilaku sadisme secara perlahan akan berpengaruh terhadap
kondisi psikologis pasangan perempuannya. Dalam kondisi kesakitan oleh
pukulan pasangan laki-laki, sekaligus pasangan perempuan memperoleh
kesempatan untuk mengalami kepuasan atau kenikmatan seksual. Pengulangan
pengalaman tersebut akan mengembangkan perempuan pasangan laki-laki
sadisme menderita machochism.
Penyebab sadisme antara lain sebagai berikut:
a. Pada masa kanak-kanak sering mendapatkan hukuman fisik dalam pola asuh
orang tuanya, kondisi tersebut menyebabkan perkembangan sikap kebencian,
kemarahan, dan penolakan diri yang sangat intens yang membuat orang
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tersebut pada masa dewasanya memiliki kecenderungan untuk melampiaskan
dendam kesumat di masa lalu. Sedangkan di saat yang bersamaan, sambil
menyiksa, orang tersebut mendapatkan rangsangan seksual erotik.
b. Orang sadisme biasanya memandang seks sebagai sesuatu yang penuh dosa
sehingga dengan memberikan pukulan dan siksaan pada pasangan seksualnya,
ia merasa dapat mengurangi dosa seksual.
c. Perilaku seksual sadisme bisa menjadi bagian dari gambaran psikopatologi
yang terkait dengan rendahnya kendali moral dan etika sosial.8
Pada era modern deviasi seks telah mengalami perkembangan
dikarenakan ketidaksiapan sumber daya manusia dan ketergantungan hidup
kepada benda-benda yang dimilki telah melampaui batas sehingga menimbulkan
deviasi seksual pada kebendaan atau pelampiasan seksual kepada sesuatu yang
tidak wajar. Adapun deviasi seksual pada era modern sebagai berikut:
Parafilia adalah sekelompok gangguan yang mencakup ketertarikan
seksual terhadap objek yang tidak wajar atau aktivitas seksual yang tidak pada
umumnya. Dengan kata lain, terdapat deviasi, penyimpangan (para) dalam
ketertarikan seseorang (filia). Fetisisme adalah suatu bentuk parafilia, yaitu
gangguan psikologis yang melibatkan beberapa jenis hasrat seksual obsesif.
Sementara fetisisme merupakan kelainan yang menggunakan benda non-seksual,
8Yasir Alimi, Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial (Yogyakarta : LKiS, 2004), h 68
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benda mati atau bagian dari tubuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan
seks. Bangkitnya sebuah hasrat, gairah yang disebabkan oleh sebuah obyek,
situasi, ataupun individu yang memerlukan rangsangan seksual dengan
menggunakan cara-cara yang tidak umum. Berikut adalah daftar parafilia:
1. Formicofilia
Formichophilia adalah seseorang yang gairahnya memuncak ketika
seekor atau beberapa serangga kecil, semut, ataupun kumbang, merangkak
berjalan di atas tubuhnya. Bahkan para penderita formikofilia sengaja
membiarkan binatang tersebut merangkak di daerah genitalnya, mereka
mencari sensasi rasa geli dan atau sengatan yang dilakukan oleh serangga
tersebut.
2. Dacryfilia (Dacrylagnia)
Dacryfilia (dikenal juga sebagai dacrylagnia), sebuah kelainan seks
yang melibatkan perilaku agresif terhadap lawan jenisnya, sebuah gairah yang
memuncak apabila ia melihat lawan jenisnya menangis. Secara sederhana
dacryphilia adalah sebuah kepuasan seks yang diperoleh dari kesedihan,
penderitaan psikologis terdalam. Berbeda dengan kelainan seks lainnya,
karena selama berhubungan intim seorang dacryfilia akan terdapat tangisan.
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3. Nasofilia (Fetisisme Hidung)
Nasofiilia adalah kelainan seksual yang menggunakan hidung dalam
meraih kepuasan seksualnya. Seorang nasofilia memiliki keinginan untuk
melakukan hubungan intim dengan memungsikan hidung sebagai sumber
rangsangannya. Bahkan mereka memiliki penilaian tertentu terhadap bentuk
dan ukuran hidung secara spesifik, karena hal tersebut merupakan sebuah
daya tarik seksual.
4. Mekafilia (Mechanophilia)
Mekanofilia adalah sebuah kelainan seksual yang berorientasi pada
sebuah alat mekanis, seperti sepeda motor, mobil, helikopter, dan sebagainya.
Di beberapa negara kelainan seks ini bahkan di larang dan si
penderita/pelakunya bisa dikenai hukuman karena dianggap melakukan
tindakan amoral. Sepeda motor merupakan obyek seksual yang mendominasi
para penderita mekanofilia. Para penderita akan merasakan kenikmatan
psikologis ketika mereka mencium, meraba, dan mengendalikan motor atau
mobilnya.
5. Spektrofilia
Spektrofilia merupakan kelain seksual, penderitanya memiliki
ketertarikan seksual terhadap sosok hantu. Bahkan ada satu sumber di internet
yang menyatakan bahwa untuk merasakan kenikmatan-kepuasan seksual,
maka seorang spektrofilia harus bersekutu dengan setan, iblis, jin, bahkan
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tidak memerlukan sebuah kematian untuk memanggil mereka (hantu, jin,
setan, dll). Walaupun terlihat dan terdengar absurd bagi masyarakat di dunia
belahan barat.
C. Faktor-Faktor Penyebab Deviasi Seks
Ketidakwajaran seksual atau deviasi seks itu mencakup perilaku-perilaku
seksual atau fantasi-fantasi seksual yang diarahkan pada pencapaian orgasme
lewat relasi diluar hubungan kelamin heteroseksual, dengan jenis kelamin yang
sama, atau dengan patner yang belum dewasa, dan bertentangan dengan norma-
norma tingkah laku seksual dalam masyarakat yang bisa diterima secara umum.
Penyimpangan seksual ini jelas merupakan substitusi dari relasi kelamin
heteroseksual yang biasanya bersifat konfulsif, tegar dan menetap. Karena itu
deviasi seksual dan disfungsi seksual merupakan satu aspek dari gangguan
kepribadian dan penyakit neurotis yang umum. Pada seseorang mungkin terdapat
penyimpangan seksual yang majemuk, sekalipun salah satu dari deviasi tersebut
bersifat dominan. Misalnya gejala fetishisme dan ekshibisionisme biasa
berbarengan dengan tingkah laku homoseksual ataupun homoseksualitas dan
biseksualitas bisa bergandengan dengan heteroseksualitas yang memuaskan.9
Adapun sebab-sebab atau faktor deviasi seksual dengan menganut teori
konfrehensi dapat diringkas sebagai berikut:
9Yasir Alimi, op cit., h. 43.
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a) Sebab genetis atau faktor-faktor konstitusional yang herediter atau
predisposisional.
b) Pengalaman- pengalaman anak pada usia kanak-kanak yang sangat mudah
(tahun-tahun awal perkembangannya)
c) Proses belajar secara umum selama masa kanak-kanak.
d) Kejadian-kejadian yang berasosiasi dengan awal tingkah laku seksual pada
usia pubertas adolesensi.10
Secara klinis, tingkah laku seksual yang menyimpang  pada umumnya
berasosiasi dengan melemahnya dan rusaknya kemampuan untuk menghayati
relasi-relasi seksual yang bisa saling memuaskan dengan patnernya dari lawan
jenis kelamin dan biasanya ada efek-efek kuat yang berisikan unsur rasa bersalah
dan berdosa, dendam dan kebencian.
Perilaku seksual yang menyimpang ini lebih banyak dikuasai oleh
kebutuhan-kebutuhan neurotis dan dorongan-dorongan seksual daripada
kebutuhan erotis, yang pada akhirnya menuntun pasien pada tingkah laku
komfulsif dan patologis. Karena seksualitas itu erat dengan semua aspek
kepribadian, maka penyimpangan seksualitas pada umumnya berasosiasi dengan:
a) Maladjustment (ketidakmampuan menyesuaikan diri)
b) Kesulitan- kesulitan neurotis
10Kartini kartono, op cit., h. 64.
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c) Ketakutan dan kecemasan terhadap relasi heteroseksual (relasi seksual dengan
lawan jenis)
Spektrum deviasi seksual tersebut yang diawali dari para penderita
dengan perkembangan psikoseksual yang sangat infantile, sampai ke ujung
ekstrim lainnya, yaitu pribadi-pribadi yang mampu melakukan penyesuaian diri
secara seksual, namun kemudian mengalami regresi surut kembali pada
penyimpangan seksual disebabkan oleh pengaruh-pengaruh kuat dari proses
ketuaan dan didorong oleh stress-stress psikologis dan stress fisik yang kuat dan
melebihi daya pikul pribadi bersangkutan.
Faktor deviasi seks seperti yang telah disinggung pada bagian depan
adalah multifaktoral, yang mencakup gejala-gejala di dalam dan diluar pribadi
(kelompok gejala yang intrinsik dan ekstrinsik) yang saling kait- mengait. Yang
intrinsik adalah faktor-faktor herediter atau keturunan, berupa predisposisi dan
konstitusi jasmaniah dan mentalnya. Sedangkan faktor ekstrinsik mencakup
adanya kerusakan-kerusakan fisik dan psikis disebabkan oleh pengaruh-pengaruh
luar, atau oleh adanya interaksi pengalaman dengan lingkungan yang traumatis
sifatnya. 11
Adapun yang mencakup faktor intrinsik antara lain juga faktor genetis
dan predisposisi yang hormonal, yang bisa menjuruskan orang pada
11Kartini Kartono, Kenakalan Remaja (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2008),  h. 65.
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penyimpangan seksual. Misalnya: faktor genetis ini berperan penting dalam
pemunculan gejala homoseksualitas. Walaupun dalam beberapa kasus juga bisa
terjadi lewat identifikasi yang sangat intens atau lewat imitasi terhadap kebiasaan
lingkungan khusus, jadi ada sentisisasi atau pemekaan individu terhadap
pengaruh-pengaruh lingkungan tertentu.
Di sekitar masa perinatal faktor-faktor endoktrin, konstitusi pembawaan
dan beberapa basis biologis bisa menimbulkan tingkah laku seksual yang
menyimpang atau deviasi seks. Cairan dan kelenjar endoktrin pada fase-fase
pertumbuhan yang kritis juga bisa ikut mempengaruhi arah dari dorongan-
dorongan seksual dan tingkah laku dimorfik seksual.
Teori psikoanalisa menekankan bahwa kondisi penentu pada tingkah laku
seksual yang menyimpang itu sudah diletakkan pada pengalaman-pengalaman
masa kanak-kanak yang sangat muda.  Misalnya: kompleks astral, latar belakang
familial dengan penyimpangan-penyimpangan seksual, homoseksualitas
dilakangan keluarga dan lain-lain. Pada orang-orang homoseks biasanya terdapat
tipe ibu-ibu yang terlalu banyak melindungi anak-anaknya (overprotektif).
Mempunyai ikatan sangat intim dan mengikat sifatnya, tetapi mempunyai
kewibawaan mengontrol yang kuat dan banyak menuntut. Sedangkan ayah-
ayahnya pada umumnya lepas, terpisah, tidak ada atau jarang ada di rumah,
bersikap acuh tak acuh bahkan sering bermusuh terhadap anak-anak lakinya.
Juga perkawinan yang mendidik anak-anaknya secara abnormal, biasanya
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membutuhkan remaja-remaja dan adolesens dengan penyimpangan seksual atau
deviasi seks.12
Maka gangguan dalam relasi anak-anak tua, yang sifatnya tidak harmonis,
kontraversal, kejam, penuh dengan kemunafikan tidak adanya relasi yang baik
antara ayah dengan anak laki-laki, konstelasi keluarga yang patologis, semuanya
menjadi fasilitas atau predisposisi untuk perkembangan penyimpangan-
penyimpangan seksual.
Sebaliknya, teori-teori belajar sosial justru menekankan masalah
pengalaman-pengalaman belajar sosial pada awal kehidupan anak-anak.
Perkembangan identitas gender (mengidentikkan diri pada jenis kelamin), dan
identitas terhadap tingkah laku yang berkaitan dengan seks, secara primer
sberlangsung atas dasar penguatan sosial atau sosial reinforcement dan pola
pengkondisian. Jadi pola tingkah laku menyimpang ini dipelajari oleh anak, atau
buah dari proses belajar.
Kegiatan imitasi dan identifikasi terhadap tingkah laku orang tua dan
orang dewasa membuahkan proses sosialisasi diri dalam perkembangan
psikoseksual, baik yang bersifat normal maupun yang menyimpang. Dalam hal
ini ada perkembangan kognitif dan afektif, dimana anak secara bertahap
mengembangkan konsep-konsep maskulinitas dan feminitas dari perilaku yang
12Georffrey Parrinder, Teologi Seksual (Yogyakarta: LKiS, 2005), h. 276.
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dilihat dan segala sesuatu yang didengar. Terjadilah kemudian pilihan peranan
seks yaitu: penentuan diri secara seksual, baik yang bersifat sehat maupun yang
bersifat menyimpang atau abnormal.
Perilaku peranan seks yang menyimpang pada masa kanak-kanak itu bisa
tegar dan terus berlangsung sebagai perilaku peranan seks yang abnormal pula
pada masa kedewasaan. Oleh karena itu, interaksi-interaksi tingkah laku yang
buruk antara anak dengan orang tua dan dengan lingkungan sekitar itu jelas
memainkan peranan penting sekali dalam membentuk perkembangan
psikoseksual pribadi.
Teori belajar sosial lainnya tidak menekankan pengalaman pada usia
kanak-kanak yang masih muda, akan tetapi menggaris bawahi pengalaman-
pengalaman seksual yang pertama kali, hingga anak mencapai orgasme biasanya
pada masa pubertas dan adolesensi yang menjadi factor kritis untuk menetapkan
orientasi seksual seseorang. Proses belajar yang berlangsung sesudah
pengalaman pertama tadi akan berperan besar sekali dalam pengembangan-
pengembangan fantasi seks yang menyimpang, sehingga menjadi kebiasaan
masturbasi, atau pembentukan perilaku seksual yang abnormal lainnya. Ternyata
bahwa fantasi-fantasi ini merupakan nilai perangsang yang kuat sekali bagi
penentuan perilaku seksual seseorang.13
13Geoffrey Parrinder, ibid., h. 288.
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Pada umumnya, abnormalitas dalam pemuasan dorongan seksual itu
dibagikan dalam tiga golongan, yaitu:
1. Ada dorongan-dorongan seksual yang abnormal
2. Ada partner seks yang abnormal
3. Ada cara-cara yang abnormal dalam pemuasan dorongan seksualnya.
Deviasi seksual dengan demikian dipandang sebagai sesuatu yang tidak
berubah, asosial, dan transhistoris. Seksualitas dianggap tidak ada hubungannya
dengan sejarah dan perubahan sosial, karena ia bersumber pada hormon,  psike,
dan hukum tuhan. Dalam model penjelasan yang dominan ini, seksualitas adalah
kekayaan pribadi dan karenanya bersifat fisiologis dan psikologis.
Dalam cara pandang baru ini, seksualitas, heteroseksual, homoseksual
atau kombinasi keduanya. Bukanlah konstruk biologis yang di dasarkan pada
fungsi alamiah tubuh. Akan tetapi, terbentuk secara performatif dan secara
diskursif. Meminjam bahasa Foucault, deviasi seksualitas adalah akibat relasi
kuasa, pengetahuan, kenikmatan. Dengan demikian, pendekatan
konstruksionisme ini sama sekali tidak berambisi mencari prinsip-prinsip
universal dan tidak berubah tentang seksualitas.
Deviasi seksualitas seperti halnya dengan konstruk sosial lainnya sangat
terikat dengan sejarah, konteks dan kebudayaan. Sangat sederhana dari sejarah
seksualitas misalnya realitifitas ini dapat terlihat. : “ seksualitas sendiri misalnya
47
adalah sebuah mahluk modern yang di barat baru muncul istilahnya pada abad
XIX. Sejak tahun 1880-an melalui ilmu kedokteran, psikologi, hukum dan
sebagainya. Oleh karena itu permasalahan seksualitas perlu dijelaskan dengan
cara yang lain yang lebih kondusif bagi demokrasi dan keadilan yang
sesungguhnya.
Derrida mempunyai konsep yang sangat menarik yaitu: There is nothing
out of the text. Tidak sesuatu yang berada di luar teks. Yang dimaksud Derrida
dengan tidak ada sesuatu yang berada diluar teks adalah bahwa tidak ada
kenyataan yang berada diluar bahasa. Tidak ada kodrat atau struktur biologis
yang mendahului proses sosial kesejarahan. Misalnya kategori laki-laki dan
perempuan dengan semua atribut dan peran yang melakat padanya bukanlah
konstruk alamiah melainkan produk sejarah, produk representasi.
Perempuan menjadi mahluk kelas dua bukan karena identitas biologis
yang melekat padanya, melainkan akibat pencitraan negatif terhadapanya baik
oleh sains maupun agama. Dari sains misalnya pernyataan Darwain yang
pencetus teori evolusi yang mengatakan bahwa ukuran otak perempuan lebih
kecil dibandingkan dengan laki-laki makanya perempuan kalah cerdas dibanding
laki-laki.
Immanuel Kant dalam Magnum Opus-nya Critique Of Critical Reasen
yang menegaskan bahwa laki-laki pada dasarnya bodoh tapi bisa dididik
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(educatable). Sedangkan perempuan bodoh tapi tidak bisa dididik
(uneducatable). Dalam diskursus agama perempuan bisa dikatakan rendah
rendah intelektualitas dan keimanannya. Singkatnya, model representase
demikian adalah konstruk ideologi yang menentukan relasi perempuan dan laki-
laki akibat representasi yang demikian itu adalah subordinasi dan marjinalisasi
perempuan.
Konsep inilah yang dapat menjadi alat analisis untuk menjelaskan dan
memahami bagaiman deviasi seksual terbentuk. Dengan demikian tidak ada
identitas, gender dan deviasi seksualitas yang mendahului wacana. Gender
maupun deviasi seksual tidak berakar pada biologi melainkan hubungan tanda
bahasa. Ini berarti bahwa tidak ada asal deviasi seksualitas yang mendahului
proses pemaknaan. Derrida menjelaskan bahwa segala sesuatu termasuk
didalamnya deviasi seksual dikonstruk melalui prosedur logosentris.
D. Deviasi Seks Sebagai Pelecehan Hak Asasi Perempuan
Proses penindasan yang semakin akut, tingginya tingkat ketidakpedulian
terhadap permasalahan yang ada, menguaknya politik identitas, dan semakin
apatisnya masyarakat sipil menunjukkan secara gamblang bagaimana struktur
dan budaya sosial politik. Warisan rezim orde baru telah menghambat upaya
terwujudnya masyarakat yang berkeadilan sosial tanpa adanya deskriminasi
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terutama terhadap perempuan  dalam artian berkeadilan gender, demokratis dan
berkemajemukan. 14
Oleh karena itu, tak pelak lagi inisiatif-inisiatif untuk mengorganisir
masyarakat agar mampu mentransformasikan struktur dan budaya sosial politik
tersebut menjadi penting untuk dilakukan. Untuk itu perlu adanya inisiatif untuk
mengembangkan wacana adil gender untuk perempuan yang termarginalkan
terutama yang bertitik fokus pada deviasi seks yang telah lama menjadi duri
dalam masyarakat Indonesia yang majmuk.
Perempuan adalah penduduk mayoritas di Indonesia tetapi dalam
masyarakat merupakan kelompok yang termaljinalkan baik secara ekonomi,
pendidikan, sosial dan budaya maupun politik. Salah satu penyebabnya adalah
kuatnya budaya patriarkhi-budaya yang menomorsatukan kaum laki-laki dan
mensubordinasikan perempuan dan memposisikannya pada wilayah domestik.
Setiap orang mempunyai hak untuk menikmati kehidupannya serta
tumbuh dan berkembang dalam berbagai kehidupannya yang aman, tenteram,
damai dan sejahtera. Oleh karena itulah manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang
Maha Esa dikaruniai seperangkat hak yang melekat kepadanya yang wajib
dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan
14Lily Putu & Yanti Muchtar, Pendidikan Adil Gender Untuk Perempuan Marginal (Jakarta:
KAPAL Perempuan, 2006), h. 63.
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setiap orang demi untuk penghormatan dan perlindungan harkat dan martabatnya
sebagai seorang manusia.
Akan tetapi, pada kenyataannya sejarah bangsa Indonesia telah mencatat
berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial, yang disebabkan
oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit,
budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, dan status sosial lainnya.
Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran hak asasi
manusia baik yang bersifat vertikal (dilakukan oleh negara terhadap warga
negara) maupun horizontal (dilakukan oleh antar warga negara), dan bahkan
sebagian pelanggaran hak asasi manusia tersebut masuk dalam kategori
pelanggaran hak asasi manusia yang berat (gross violation of human rights).
Pendekatan Security yang terjadi di era orde baru dengan mengedepankan
upaya represif menghasilkan stabilitas keamanan semu dan berpeluang besar
menimbulkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia tidak boleh terulang
kembali, untuk itu supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan,
pendekatan hukum dan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan
partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sentralisasi
kekuasaan yang terjadi selama ini terbukti tidak memuaskan masyarakat, bahkan
berdampak terhadap timbulnya berbagai pelanggaran hak asasi manusia, untuk
itu desentralisasi melalui otonomi daerah dengan penyerahan berbagai
kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah perlu dilanjutkan.
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Otonomi daerah sebagai jawaban untuk mengatasi ketidakadilan tidak
boleh berhenti, melainkan harus ditindaklanjutkan dan dilakukan pembenahan
atas segala kekurangan yang terjadi. Reformasi aparat pemerintah dengan
merubah paradigma penguasa menjadi pelayan masyarakat dengan cara
mengadakan reformasi di bidang struktural, infromental, dan kultular mutlak
dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public untuk
mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia oleh
pemerintah.
Perlu penyelesaian terhadap berbagai Konflik Horizontal dan Konflik
Vertikal di tanah air yang telah melahirkan berbagai tindakan kekerasan yang
melanggar hak asasi manusia baik oleh sesama kelompok masyarakat dengan
cara menyelesaikan akar permasalahan secara terencana dan adil. Kaum
perempuan berhak untuk menikmati dan mendapatkan perlindungan yang sama
bagi semua hak asasi manusia di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil,
dan bidang lainnya, termasuk hak untuk hidup, persamaan, kebebasan dan
keamanan pribadi, perlindungan yang sama menurut hukum, kondisi kerja yang
adil.
Untuk itu badan-badan penegak hukum tidak boleh melakukan
diskriminasi terhadap perempuan, lebih konsekuen dalam mematuhi Konvensi
Perempuan sebagaimana yang telah diratifikasi dalam Undang undang No.7
Tahun 1984, mengartikan fungsi Komnas anti Kekerasan Terhadap Perempuan
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harus dibuat perundang-undangan yang memadai yang menjamin perlindungan
hak asasi perempuan dengan mencantumkan sanksi yang memadai terhadap
semua jenis pelanggarannya
Pelaksanaan pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak
asasi manusia masih jauh dari harapan. Hal ini tercermin dari berbagai kejadian
antara lain berupa penangkapan yang tidak sah, penculikan, penganiayaan,
perkosaan, pembunuhan, pembakaran dan lain sebagainya.
Guna membantu masyarakat korban pelanggaran hak asasi manusia untuk
memulihkan hak-haknya, maka dibutuhkan adanya sebuah Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk
pada tanggal 7 Juni 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1993
tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Keputusan Presiden tersebut lahir
menindaklanjuti hasil rekomendasi Lokakarya tentang Hak Asasi Manusia yang
diprakarsai oleh Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dan Perserikatan
Bangsa-Bangsa, yang diselenggarakan pada tanggal 22 Januari 1991 di Jakarta.15
Dalam perkembangannya, sejarah bangsa Indonesia terus mencatat
berbagai bentuk penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial yang
disebabkan antara lain oleh warisan konsepsi tradisional tentang hubungan
feodalistik dan patriarkal antara pemerintah dengan rakyat, belum konsistennya
15Irwan Abdullah dan Susi Eja Suarsi, Program Dan Layanan Untuk Menyikapi Perdagangan
Manusia Di Enam Propinsi (Yogyakarta : 2004), h. 36.
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penjabaran sistem dan aparatur penegak hukum dengan norma-norma yang
diletakkan para pendiri negara dalam UUD 1945, belum tersosialisasikannya
secara luas dan komprehensif instrumen hak asasi manusia, dan belum kukuhnya
masyarakat warga (civil society). Ringkasnya, masih didapati adanya kondisi
yang belum cukup kondusif untuk perlindungan dan pemajuan hak asasi
manusia. Sebagai akibatnya, maka telah menimbulkan berbagai perilaku yang
tidak adil, diskriminatif dan penindasan kepada perempuan.
Banyaknya deviasi seks yang terjadi kepada perempuan dan telah
mengalami ketidakadilan menunjukkan bahwa hukum yang tersedia tidaklah
memadai. Hukum yang ada tidak memadai karena sekedar refleksi parsial dari
kondisi politik, sosial dan ekonomi orang-orang yang menyusunnya. Siapakah
yang menyusun hukum-hukum nasional dan internasioanal. Mereka adalah kaum
laki-laki yang tidak menyadari kebutuhan perempuan serta ahli hukum kelas
menengah yang  tidak pernah mengalami kemiskinan.
Akibatnya, hukum-hukum yang ada tidaklah melindungi mereka yang
hidup dalam kemiskinan dan penindasan. Meski banyak dokumen yang
melindungi hak asasi individu, sejumlah hal masih tidak tersentuh oleh undang-
undang hak asasi manusia. Banyak aspek yang harus didefenisikan sebagai
pelanggaran HAM oleh para praktisi hukum. Hal ini sangat penting karena
banyak isu yang berkembang dan belum dianggap sebagai pelanggaran HAM
oleh mereka yang terlibat.
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Kekerasan seksual merupakan salah satu contoh kasus, sudah cukup lama
bahkan oleh perempuan sendiri dan hal ini dianggap sebagai urusan pribadi yang
tidak tersentuh hukum.  Bahkan pada saat perempuan menyadarinya sebagai
sebuah kejahatan mereka tihak menganggapnya sebagai pelanggaran HAM. Saat
ini para aktivis dan praktisi hukum diseluruh dunia telah mengakui kekerasan
seksual sebagai suaut persoalan HAM.
Bahkan, setelah isu pelanggaran HAM pada persoalan deviasi seks
diakui, masih banyak halangan untuk mencantumkannya dalam dokumen hukum.
Hal ini masih adanya tantangan filosofis, ekonomi dan hukum tentang peranan
Negara untuk menyediakan sarana perlindungan dan pendidikan. Disebagian
negara miskin  alokasi dana yang terbatas masih menjadi persoalan karena factor
ekonomi masih sangat menentukan hak asasi siapa yang diperjungkan. Tidak ada
Negara yang cukup kuat untuk mengadakan perlindungan hak asasi perempuan
agar terbebas dari deviasi seks, adat istiadat juga sering dituduh sebagai salah
satu faktor penyebab pelanggaran hak perempuan.
Kekerasan terhadap perempuan tidak secara tegas disebutkan dalam
konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Meski
konvensi ini telah berlangsung pada tahun 1981, kekerasan terhadap perempuan
baik di sektor privat maupun publik baru saja muncul sebagai isu yang
membutuhkan perhatian dari masyarakat internasional.
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Memang, karena tekanan dari para aktivis di tingkat lokal, nasional dan
internasional, kekerasan terhadap perempuan telah menjadi sorotan utama dalam
beberapa konferensi dunia yang diadakan oleh PBB. Konferensi-konferensi
tersebut antara lain: konferensi perempuan sedunia di Nairobi (1985), konferensi
dunia tentang HAM di Wina (1993), dan konferensi perempuan sedunia ke-4 di
Beijing (1995).
Para aktivis berhasil menekan PBB untuk mengadopsi Deklarasi
penghapusan semua bentuk kekerasan terhadap perempuan pada tahun 1993
akhir dan menunjuk special rapporteur (utusan khusus PBB yang ditugasi untuk
melaporkan pelaksaan HAM di suatu Negara). Untuk menangani isu kekerasan
isu kekerasan seksual terhadap perempuan, meski deklarasi ini tidak mengikat
secara hukum tapi merupakan pernyataan yang memuat nilai moral dan dapat
menjadi hukum  di masa yang akan datang. Deklarasi itu member tiga contoh
kekerasan:
1. Kekerasan dalam keluarga seperti pemukulan, kekerasan seksual terhadap
anak perempuan, pemerkosaan, dan eksploitasi.
2. Kekerasan dalam masyarakat seperti perkosaan, kekrasan seksual, pelecehan
seksual ditempat kerja dan lingkungan pendidikan serta prostitusi.
3. Kekerasan yang dilakukan Negara, termasuk dalam konflik bersenjata.
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Dalam ketiga wilayah kekerasan tersebut, contoh kekerasan yang paling
banyak mendapatkan perhatian secara internasional adalah kekerasan domestic,
mutilasi genital, kekerasan seksual. 16
16Erwanti Abdullah dan Susi Eja Suarsi, Op. cit., h. 55.
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BAB III
TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI KEJAHATAN SEKSUAL
A. Kejahatan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam
Ide mengenai HAM juga terdapat dalam Islam, yang telah tertuang dalam
syari’ah sejak diturunkannya Islam. Hal ini dapat dilihat dalam ajaran tauhid.
Tauhid dalam islam mengandung arti bahwa hanya ada satu pencipta bagi alam
semesta. Ajaran dasar pertama dalam Islam adalah la ilaha illa Allah (tiada
Tuhan selain Allah swt.). Seluruh alam dan semua yang ada dipermukaan bumi
adalah ciptaan Allah, semua manusia, hewan, tumbuhan dan benda tak bernyawa
berasal dari Allah. Dengan demikian, dalam tauhid terkandung ide persamaan
dan persaudaraan seluruh manusia.
Dari ajaran dasar persamaan dan persaudaraan manusia tersebut,
timbullah kebebasankebebasan manusia, seperti kebebasan dari perbudakan,
kebebasan beragama, kebebasan mengeluarkan pendapat dan lain-lain. Dari situ
pulalah timbul hak-hak asasi manusia, seperti hak hidup, hak memiliki harta, hak
berbicara, hak berpikir dan sebagainya.
Hak asasi dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut pengertian yang
umum dikenal. Dalam Islam seluruh hak asasi merupakan kewajiban bagi Negara
maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, negara bukan saja
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menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi tersebut, melainkan juga mempunyai
kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak tersebut.
Hak asasi manusia dalam Islam tertuang secara transenden untuk
kepentingan manusia, lewat syari’ah Islam yang diturunkan melalui wahyu.
Menurut syari’ah, manusia adalah makhluk bebas yang mempunyai tugas dan
tanggung jawab, dan karenanya ia juga mempunyai hak dan kebebasan. Dasarnya
adalah keadilan yang ditegakkan atas dasar persamaan atau egaliter, tanpa
pandang bulu. Artinya, tugas yang diemban tidak akan terwujud tanpa adanya
kebebasan, sementara kebebasan secara eksistensial tidak terwujud tanpa adanya
tanggung jawab itu sendiri.
Sistem HAM Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan,
kebebasan dan penghormatan terhadap sesama manusia. Persamaan, artinya
Islam memandang semua manusia sama dan mempunyai kedudukan yang sama,
satu-satunya keunggulan yang dinikmati seorang manusia atas manusia lainya
hanya ditentukan oleh tingkat ketakwaannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah
dalam Surat Al-Hujara>t (49) ayat 13:
                           
          
Terjemahnya:
“Hai manusia, sesungguhnya Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan
perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar
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kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kaum adalah
yang paling takwa.” 1
Al-Qur’an dan Sunnah sebagai sumber hukum dalam Islam memberikan
penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Al-Qur’an sebagai sumber
hukum pertama bagi umat Islam telah meletakkan dasar-dasar HAM serta
kebenaran dan keadilan, jauh sebelum timbul pemikiran mengenai hal tersebut
pada masyarakat dunia. Ini dapat dilihat pada ketentuan-ketentuan yang terdapat
dalam Al-Qur’an, antara lain :
1. Dalam Al-Qur’an terdapat sekitar 80 ayat tentang hidup, pemeliharaan hidup
dan penyediaan sarana kehidupan, misalnya dalam Surat Al-Maidah ayat 32:
                   
                     
                      
  
Terjemahnya:
“Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil,
bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang
itu (membunuh) orang lain, atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka
bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya dan
barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah
dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya
Telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-
11Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: PT. Karya Toha Putra,
2002), h. 745.
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keterangan yang jelas, Kemudian banyak diantara mereka sesudah itu
sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”2
Di samping itu, Al-Qur’an juga berbicara tentang kehormatan dalam 20 ayat.
Al-Qur’an juga menjelaskan dalam sekitas 150 ayat tentang ciptaan dan
makhluk-makhluk,
2. serta tentang persamaan dalam penciptaan, misalnya dalam Surat Al-Hujarat
ayat 13:
                          
          
Terjemahnya:
Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang
paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa
diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.3
3. Al-Qur’an telah mengetengahkan sikap menentang kezaliman dan orang-
orang yang berbuat zalim dalam sekitar 320 ayat, dan memerintahkan berbuat
adil dalam 50 ayat yang diungkapkan dengan kata-kata : adl, qisth dan
qishash.4
2Ibid., h. 155.
3Ibid., h. 745.
4Abdoerraoef, Al-Qur’an dan Ilmu Hukum (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 89.
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Dalam Al-Qur’an terdapat sekitar 10 ayat yang berbicara mengenai
larangan memaksa untuk menjamin kebebasan berpikir, berkeyakinan dan
mengutarakan aspirasi. Misalnya yang dikemukakan oleh Surat Al-Kahfi ayat 29:
                
                        
             
Terjemahnya:
“Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka
barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang
ingin (kafir) Biarlah ia kafir". Sesungguhnya kami Telah sediakan bagi orang
orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. dan jika mereka
meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang
mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan
tempat istirahat yang paling jelek.”5
Begitu juga halnya dengan Sunnah Nabi. Nabi Muhammad saw telah
memberikan tuntunan dan contoh dalam penegakkan dan perlindungan terhadap
HAM. Hal ini misalnya terlihat dalam perintah Nabi yang menyuruh untuk
memelihara hak-hak manusia dan hak-hak kemuliaan, walaupun terhadap orang
yang berbeda agama, melalui sabda beliau.6
“Barang siapa yang menzalimi seseorang mu’ahid (seorang yang telah
dilindungi oleh perjanjian damai) atau mengurangi haknya atau membebaninya
5Departemen Agama RI,.Op.cit, h. 106.
6Ibid., h. 93..
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di luar batas kesanggupannya atau mengambil sesuatu dari padanya dengan tidak
rela hatinya, maka aku lawannya di hari kiamat.” Pengaturan lain mengenai
HAM dapat juga dilihat dalam Piagam Madinah dan Khutbah Wada’. Kedua
naskah yang berkenaan dengan Nabi ini kemudian menjadi masterpeace-nya
HAM dalam perspektif Islam.7
Piagam Madinah adalah suatu kesepakatan antara berbagai golongan di
Madinah dalam menegakkan ikatan kebersamaan dan kemanusiaan. Adapun
golongan masyarakat di Madinah pada masa itu terdiri dari tiga kelompok, yaitu
golongan Islan yang terdiri dari golongan Anshar dan Muhajirin, golongan
Yahudi dan para penyembah berhala. Di tengah-tengah pluralitas masyarakat
seperti itu Nabi saw berusaha membangun tatanan kehidupan bersama yang
dapat menjamin hidup berdampingan secara damai dan sejahtera. Prakteknya,
Nabi saw mempererat persaudara Muhajirin dan Anshar berdasarkan ikatan
akidah.
Sedangkan terhadap mereka yang berlainan agama, beliau
mempersatukannya atas ikatan sosial politik dan kemanusiaan. Bukti konkretnya
adalah adanya kesepakatan yang tertuang dalam piagam Madinah tersebut.
Adapun inti dari Piagam Madinah ini meliputi prinsip-prinsip persamaan,
persaudaraan, persatuan, kebebasan, toleransi beragama, perdamaian, tolong
7Abdurrahman Doi, Tindak Pidana dalam Syariat Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 87.
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menolong dan membela yang teraniaya serta mempertahankan Madinah dari
serangan musuh. Berikut adalah substansi ringkasan dari Piagam Madinah
.Deklarasi Islam Universal tentang Hak Asasi Manusia Deklarasi ini disusun
dalam Konferensi Islam di Mekkah pada tahun 1981.
Deklarasi ini terdiri dari 23 pasal yang menampung dua kekuatan dasar,
yaitu keimanan kepada Tuhan dan pembentukan tatanan Islam. Islam bersumber
dari suatu kepercayaan bahwa Allah SWT, dan hanya Allah sebagai hukum dan
sumber dari segala HAM. Salah satu kelebihan dari deklarasi ini adalah bahwa
teksnya memuat acuan-acuan yang gamblang dan unik dari totalitas peraturan-
peraturan yang berasal dari Al-Qur’an dan Sunnah serta hukum-hukum lainnya
yang ditarik dari kedua sumber tersebut dengan metode-metode yang dianggap
sah menurut hukum Islam.
Dalam deklarasi ini antara lain dijelaskan bahwa :
1. Penguasa dan rakyat adalah subjek yang sama di depan hukum (pasal IV a).
2. Setiap individu dan setiap orang wajib berjuang dengan segala cara yang
tersedia untuk melawan pelanggaran dan pencabutan hak  (pasal IV c dan d).
3. Setiap orang tidak hanya memiliki hak, melainkan juga mempunyai
kewajiban memprotes ketidakadilan (pasal IV b).
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4. Setiap muslim berhak dan berkewajiban menolak untuk menaati setiap
perintah yang bertentangan dengan hukum, siapa pun yang
memerintahkannya (pasal IV e).8
B. Deviasi Seks dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam
Sejarah turunnya wahyu, yang sangat menarik adalah perubahan tingkat
hukuman terhadap perilaku deviasi seks dalam hal ini homoseksualitas. Kalau
perintah pada nabi terdahulu adalah adalah ‘Bunuhlah’ sedangkan yang turun
pada nabi Muhammad Saw, adalah ‘Maafkanlah’. Dalam riwayat lain yang
terdapat pada kitab-kitab terdahulu disebutkan ‘apabila ada dua laki-laki tidur
bersama seperti suami –istri maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa dan ia
harus dibunuh.
Sementara itu, kepada Muhammad diturunkan
                      
                  
                     
       
Terjemahnya:
“15.  Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji,
hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya).
8Abdoerraoef, Op.cit., h. 145.
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Kemudian apabila mereka Telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka
(wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai
Allah memberi jalan lain kepadanya. 16. Dan terhadap dua orang yang
melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada
keduanya, Kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka
biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha
Penyayang.” [QS. An-Nisa>’ (4) : 16]9
Az-Zamakhsyari pakar tafsir beraliran rasional berpendapat bahwa ayat
ini turun setelah turunnya ayat yang memerintahkan mencambuk para
pezina. Mereka setelah dicambuk ditahan dirumah/dihalangi ke luar,
sampai wanita-wanita itu menikah atau sampai para lelaki pezina itu
bertaubat. Memang seperti dikemukakan di atas, firman-Nya: maka
biarkanlah mereka, berarti jangan lagi cemoohkan dia setelah jatuhnya
sanksi yang diterapkan Allah dan Rasul saw. Syekh Muhammad
Mutawally asy-Sya’ra>wi yang memahami ayat di atas sebagai hukuman
terhadap pelaku homoseksual atau lesbian menegaskan bahwa bahaya
yang terjadi akibat hubungan antar wanita, walau belum sepenuhnya
diketahui tetapi ia pasti ada. Pria dan wanita diibaratkannya dengan dua
kawat yang bermuatan arus positif dan negatif, pertemuan keduanya
melahirkan suatu yang bermanfaat yakni keturunan, tetapi
mempertemukan positif dengan positif atau negative dengan negatif
mengakibatkan “korsleting”.10
Persoalan pelarangan relasi seksual sejenis dalam wacana agama tidak
bisa dilepaskan dari ideologi prokreasi yang menegaskan bahwa seksualitas
adalah untuk reproduksi yang mendominasi wacana islam. Ini dapat dilihat dari
sejarah turunnya wahyu. Menurut Muhammad Syahrour, perintah berbuat baik
kepada orang tua datang pada masa nabi Nuh. Sedangkan hubungan sejenis
diperbolehkan belum ada hukum yang yang mengaturnya. Kecuali pada masa-
masa tertentu dimana Allah mengharamkan homoseksualitas terjadi pada masa
9Departemen Agama RI, op. cit., h. 103-104.
10M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishba>h: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an (cet. II;
Vol. 4; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 374.
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nabi Luth. Sedangkan perbuatan zina mulai dilarang pada masa nabi Musa.
Kemudian kategori ini disempurnakan pada  masa akhir kenabian Muhammad
dengan diharamkannya homoseksualitas, zina, dan lesbianisme.11
Semasa Rasulullah tidak ada satu kasus-pun tentang penghukuman atas
praktik relasi seksual sejenis.  Eksekusi pertama dibuat pada masa khalifah umar
bin khattab yang memerintahkan seseorang yang homoseksual untuk dibakar
hidup-hidup. Para sarjana pasa waktu itu berbeda pendapat tentang hukuman ini
karena tidak seorang-pun manusia yang layak dibakar menurut ajaran rasul.
Akhirnya diputuskan homoseksual dilemparkan dari gedung tinggi kemudian
dilempari batu sampai mati.
Ulama-ulama fiqih berbeda pendapat soal deviasi seksual terutama
dengan permasalahan relasi seksual sejenis.  Walaupun semua sepakat bahwa
deviasi seks dalam hal ini relasi seksual sejenis tidak dapat diterima secara
hukum, namun berbeda pendapat soal tingkat hukuman yang  akan diberikan.
Madzhab Hanafi yang dominan di Asia timur dan selatan hari ini menegaskan
tidak baiknya hukuman fisik. Sedangkan madzhab Hambali yang dominan di
negeri-negeri Arab menegaskan keharusan untuk menghukum secara fisik.
Madzhab syafi’I beranggapan hukuman dapat diberlakukan bila ada empat saksi
laki-laki adil yang menyaksikan. Dengan demikian, menurut fiqih klasik yang
11Abdul Wahid, Perlindugan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi
Perempuan\ (Bandung: Refika Aditama, 2001), h. 68.
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terjadi ditempat publiklah yang bisa dihukum dan yang menuduh dengan tanpa
bukti juga dapat dihukum.12
Contoh di atas secara jelas mengilustrasikan bahwa transgender dan
seksualitas nonprokreatif dapat didiskusikan dalam lingkaran muslim, walaupun
masih sabjek yang sangat sensitif. Para ulama juga masih berbeda pendapat dan
memberikan syarat yang berat , kapan gay atau lesbian dapat dihukum. Bahkan
syafi’i pun menegaskan hanya yang terjadi di depan publik saja yang dapat
dikategorikan kejahatan. Poin-poin diatas walaupun kelihatan berkesan negatif
terhadap praktik seksual sejenis juga menunjukkan bagaimana persoalan
seksualitas tidak bisa dianggap sebagai persoalan yang sudah selesai. Para ulama
klasik pun memberikan syarat yang tidak ringan agar Negara dimana aturan itu
diberlakukan dapat memberikan hukuman karena tidak semua orang bisa main
hakim sendiri.
Kendati sudah berkembang beragam pikiran tentang deviasi seksualitas
dalam Islam. Akan tetapi, persoalan-persoalan ini belum dikaji dari sisi kerangka
Islam yang lebih progresif. Masih diperlukan upaya-upaya yang lebih berani dan
segar berkaitan dengan eksplorasi tafsir agama yang lebih membebaskan bagi
semua kelompok masyarakat, termasuk didalamnya waria, gay,dan lesbian.
Eksplorasi semacam itu akan lebih mungkin bila dilakukan dengan eksplorasi
12Yasir Alimi, op cit. h. 44.
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ilmu-ilmu kemanusiaan kontemporer, seperti anlisis wacana, kritik sastra dan
sebagainya.
Sangat menarik dalam konteks itu Arkoun untuk menempatkan wahyu
dan agama dalam proses dan relasi yang kompleks antara “ pemikiran-sejarah
dan bahasa”. Wahyu menurutnya tidak bisa dilepaskan dari, bahkan merupakan
pembentuk dan dibentuk oleh ketiga unsur ini. Wacana agama oleh karenanya
tetap mengusung ideologi-ideologi yang membentuknya. Islam dengan demikian
sangat wajar bila ikut mengusung ideologi patriarki yang saat itu menguasai dan
mendefenisikan dunia Arab dan pada saat yang sama menyuarakan pembebasan
dari budaya yang menindas perempuan, walaupun bertahap tapi sangat jelas
emansipasi ini di usung dan diperjuangkan nabi sepanjang hidupnya.
Nabi dengan tegas melaknat para pelaku penyimpangan perilaku dan
seksual ini. Ter-hadap kaum waria, yaitu kaum pria yang menjadi wanita, Nabi
dengan tegas menyatakan,”Ra-sulullah melaknat kaum perempuan yang
menyerupai pria, dan kaum pria yang menyerupai wanita. Hadits ini tidak hanya
berlaku untuk waria, tetapi perempuan yang menyerupai laki-laki. Tidak hanya
itu, Nabi pun melaknat kaum pria yang memakai pakaian wanita, dan wanita
yang memakai pakai-an pria. Tidak hanya melaknat, Nabi pun memerintahkan
agar mereka diusir
Nas-nas ini, menurut Imam Nawawi, menegaskan tentang keharaman
tindakan penyimpangan perilaku tersebut. Adapun tindakan penyimpangan
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seksual, seperti Gay dan lesbi, dengan tegas dilaknat oleh Allah, ”Allah melaknat
siapa saja yang melakukan tindakan kaumnya Luth, sebanyak tiga kali.”. Tidak
hanya itu, Nabi juga dengan tegas memerintahkan agar membunuh pelaku (al-
fa'il wa al-maf'ul). Kedua nas ini juga dengan tegas menunjukkan haramnya
penyimpangan seksual tersebut.
Berbeda dengan khuntsa, karena statusnya sebagai qadha' Allah, maka
orangnya pun tidak dikenai sanksi apapun. Sebaliknya, Islam pun mengatur
status mereka, apakah dihukumi laki-laki atau perempuan, maka dikembalikan
kepada fungsi kelamin mereka yang paling dominan. Setelah status mereka
definitif, maka hukum Islam pun diberlakukan kepada mereka sesuai dengan
statusnya. Karena jenis kelamin dari pihak yang dikenai seruan hukum (al-
mukhthab) dalam nas hanya ada dua: pria dan wanita.
Hukum Islam bukan hanya memberantas penyimpangan perilaku dan
seksual, tetapi juga mencegah agar penyimpangan tersebut tidak terjadi dan
berkembang. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan perilaku, laki-laki
menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki, maka Islam melarang baik
pria maupun wanita mengenakan pakaian lawan jenisnya. Pria tidak
diperbolehkan memakai baju perempuan dan perempuan tidak diperbolehkan
memakai baju laki-laki. Juga tidak diper-bolehkan memakai sandal, ber-dandan
dan bergaya seperti lawan jenisnya.
Jika ada yang melakukan penyimpangan perilaku terse-but, maka dengan
tegas Islam memerintahkan mereka untuk diusir dari rumah dan negerinya,
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sebagaimana yang dilakukan Nabi dengan mengusirnya ke kawasan bernama an-
Naqi'. Abu Bakar juga membuang satu orang, begitu juga 'Umar bin al-Khatthab
melakukan hal yang sama. Ketika Nabi ditanya oleh 'Umar, mengapa mereka
tidak dibunuh, baginda menjawab, ”Aku dilarang membunuh orang yang masih
shalat.”
Demikian halnya terhadap penyimpangan seksual, Islam bukan hanya
melarang tetapi juga mencegah agar penyim-pangan tersebut tidak dilakukan.
Islam melarang orang dewasa bermain dengan anak-anak dan menyodominya,
disertai dengan larangan menikahi ibu anak ter-sebut. Islam juga melarang suami
menyetubuhi dubur istrinya. Larangan ini untuk mencegah penyimpangan kepada
sesama jenis yang lebih parah.
Jika penyimpangan seksual tersebut dilakukan maka sanksi untuk mereka
pun sangat keras. Mereka wajib dibunuh, sebagian ulama ada yang menyatakan
dirajam; ada yang menyatakan dijatuhkan dari atas bangunan yang tinggi hingga
mati. Sanksi ini bukan hanya berlaku untuk pelaku, tetapi orang yang disodomi
juga dikenai sanksi yang sama. Kecuali, bagi yang dipaksa untuk disodomi.
Selain hukuman yang ke-ras, Islam juga mengharamkan tayangan atau
apa saja yang bisa mempromosikan penyimpang-an di atas, baik dalam bentuk
festival film, kontes waria maupun yang lain. Karena semuanya ini bisa
mempromosikan dan menyuburkan penyimpangan yang diharamkan Islam.
Bahkan kalau ada kedutaan atau atase kebudayaan negara penjajah, seperti
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Perancis, mensponsori kegiatan tersebut, maka bukan hanya wajib dilarang dan
dihentikan, tetapi bisa ditutup dan diusir dari negeri kaum Muslim.13
Terhadap pelaku penyimpangan seksual, seperti gay, lesbi, dan
sejenisnya, juga terhadap pelaku penyimpangan perilaku, seperti waria atau
sejenisnya, tindakan hukum dalam Islam sangat keras dan tegas. Tindakan
hukum seperti itu harus dilakukan karena sesung-guhnya mereka jelas-jelas telah
melakukan penyimpangan peri-laku dan seksual. Penyimpangan perilaku dan
seksual ini tidak bisa dianggap sebagai hak asasi manusia. Dengan berlindung di
balik HAM, tidak boleh penyimpangan seperti ini dipelihara, karena justru
penyimpangan seperti ini merusak kehidupan dan generasi umat manusia,
termasuk diri pelakunya sendiri.
Alasan dan dalil-dalil HAM tidak diakui di dalam Islam dan sama sekali
tidak ada nilainya. Justru alasan dan dalil-dalil seperti ini harus dibuang jauh-
jauh dari kehidupan umat Islam. Karena jelas bertentangan dengan argumen dan
dalil-dalil syariah. Selain itu, harus disadari bahwa penggunaan alasan dan dalil
HAM ini hanyalah justifikasi untuk memelihara penyimpangan yang jelas
dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya ini.
Terhadap pelaku penyimpangan seksual, seperti gay, lesbi, dan
sejenisnya, juga terhadap pelaku penyimpangan perilaku, seperti waria atau
sejenisnya, tindakan hukum dalam Islam sangat keras dan tegas, dengan catatan
13Georffrey Parrinder, op. cit., h. 297.
72
penerapan hukum Islam dilaksanakan oleh institusi negara yang menjadikan
Islam sebagai ideologi negara dan kedaulatan berada pada hukum syara.
Tindakan hukum seperti itu harus dilakukan karena sesungguhnya mereka jelas-
jelas telah melakukan penyimpangan perilaku dan seksual. Allah SWT
berfirman:
                     
                 
   
Terjemahnya:
“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-
tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada
keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman
kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka
disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” [QS. An-Nu>r (24): 2]14
14Departemen Agama RI, Op.cit., h. 488.
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BAB IV
ANALISIS KRIMINOLOGIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP DEVIASI
SEKS DALAM HAL KEJAHATAN SEKSUAL
A. Analisis Kriminologis Terhadap Deviasi Seks Dalam Hal Kejahatan Seksual
1. Berdasarkan KUHP
KUHP Indonesia yang dijadikan acuan utama bagi kalangan praktisi
hukum untuk menjaring pelaku kejahatan kekerasan seksual mengandung
kekurangan secara substansial dalam hal melindungi korban kejahatan.
Korban dalam sisi yuridis ini tidak mendapatkan perlindungan yang
istimewa.
Tindak pidana perkosaan dalam KUHP dapat dibedakan menjadi 2
(dua), yaitu : tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam
Pasal 285 dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur
dalam Pasal 289.
Pasal 285 KUHP berbunyi :
“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang
wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan
perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.
Dari rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa unsur yang harus ada
untuk adanya tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh adalah :
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a. barang siapa;
b. dengan kekerasan, atau
c. dengan ancaman kekerasan;
d. memaksa,
e. seorang wanita diluar perkawinan;
f. bersetubuh.
Sanksi hukuman berupa pemidanaan yang terumus dalam Pasal 285
KUHP tersebut menyebutkan bahwa paling lama hukuman yang akan
ditanggung oleh pelaku adalah dua belas tahun penjara. Hal ini adalah
hukuman secara maksimal, dan bukan sanksi hukuman yang sudah
dibakukan harus diterapkan begitu. Sanksi minimalnya tidak ada, sehingga
terhadap pelaku dapat diterapkan berapapun lamanya hukuman penjara
sesuai dengan kebijaksanaan hakim.
Dalam Pasal 285 KUHP tidak ditegaskan apa yang menjadi unsur
kesalahan. Apa “sengaja” atau “alpa”. Tapi dengan dicantumkannya unsur
“memaksa” kiranya jelas bahwa perkosaan harus dilakukan dengan
“sengaja”. Pemaknaan ini lebih condong pada unsur kesengajaan untuk
berbuat, artinya ada kecenderungan semi terencana dalam melakukan
perbuatan kejahatan. Tanpa didahului oleh niat seperti ini, maka perbuatan
itu akan sulit terlaksana.
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Pertama, tentang unsur “barang siapa”.
Jika kita simak Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50, dan 51 KUHP dapat
disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” atau subjek
tindak pidana adalah “orang” atau “manusia”.
Kedua, unsur “dengan Kekerasan”.
Yang dimaksud dengan kekerasan adalah kekuatan fisik atau
perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya,
tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Wujud dari kekerasan
dalam tindak pidana perkosaan antara lain bisa berupa perbuatan mendekap,
mengikat, membius, menindih, memegang, melukai dan sebagainya
perbuatan fisik yang secara objektif dan fisik menyebabkan orang yang
terkena tidak berdaya.
Ketiga, unsur “ancaman kekerasan”.
Ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang
menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau
perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan
orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak
orang yang mengancam dengan kekerasan.
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Dalam hal perkosaan dilakukan dengan ancaman, hakim tidak perlu
memastikan apakah terdakwa benar-benar akan melaksanakan ancamannya
tersebut atau tidak.
Keempat, unsur “memaksa”.
Unsur memaksa dalam perkosaan menunjukkan adanya pertentangan
kehendak antara pelaku dengan korban. Pelaku mau/ingin bersetubuh
sementara korban tidak mau/ingin, pelaku ingin berbuat cabul sementara
korban tidak mau/ingin. Karenanya tidak ada perkosaan apabila tidak ada
pemaksaan dalam arti hubungan itu dilakukan atas dasar suka sama suka.
Kelima, unsur “seorang wanita diluar perkawinan”.
Dari adanya unsur ini dapat disimpulkan bahwa :
a. perkosaan hanya terjadi oleh laki-laki terhadap wanita;
b. tidak ada perkosaan untuk bersetubuh oleh wanita terhadap laki-laki, laki-
laki terhadap laki-laki, atau wanita terhadap wanita;
Dalam hal terjadi pemaksaan nafsu wanita terhadap laki-laki, laki-laki
terhadap laki-laki, atau wanita terhadap wanita maka yang terjadi adalah
tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul sebagaimana diatur dalam
Pasal 289 KUHP.
c. tidak ada perkosaan untuk bersetubuh bila dilakukan oleh laki-laki yang
terikat perkawinan dengan wanita yang menjadi korban atau tidak ada
perkosaan untuk bersetubuh oleh suami terhadap isteri yang kita kenal
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dengan maritaal rape (perkosaan yang dilakukan oleh suami terhadap
isterinya).
Keenam, unsur “bersetubuh”.
Untuk selesainya tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh, maka
harus terjadi persetubuhan antara pelaku dengan korban, dalam arti tidak ada
tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh mana kala tidak terjadi
persetubuhan. Persetubuhan, yakni masuknya penis laki-laki ke dalam
kemaluan perempuan menjadi syarat utamanya. Tanpa kejadian demikian,
maka tidak bisa dikatakan bahwa hal itu terjadi suatu perkosaan bermakna
persetubuhan.
Penafsiran mengenai berbagai macam kekerasan seksual terhadap
perempuan, bagaimanapun harus dikaitkan dengan tingkat dinamika dan
kebermacaman tindak kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat atau yang
dilakukan oleh pelaku kejahatan kekerasan seksual (perkosaan). Ada
kekerasan yang masih dalam bentuk konvensional, namun ada yang
ditempuh dengan cara-cara yang modern dan sistematik.
Idealnya, tafsir atau interpretasi yuridis terhadap nasib korban
kejahatan kekerasan seksual itu tidak boleh diabaikan dan dikalahkan oleh
tafsir yuridis yang dicondongkan untuk membela hak-hak asasi manusia
pelakunya, sementara untuk hal yang mendukung kepentingan korban
kejahatan tidak mendapatkan prioritasnya.
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2. Berdasarkan Konsep KUHP
Konsep KUHP tidak lagi membedakan antara kejahatan kesusilaan
dengan pelanggaran kesusilaan. Konsep KUHP mengelompokkan tindak
pidana kesusilaan menjadi satu dengan judul “Tindak Pidana terhadap
Perbuatan Melanggar Kesusilaan”.
Perkosaan tidak lagi dilihat sebagai persoalan moral semata-mata
(moral offence). Didalamnya juga mencakup masalah anger and violence,
yang dianggap merupakan pelanggaran dan pengingkaran terhadap hak-hak
asasi manusia, khususnya hak wanita.
Oleh sebab itu pengertian perkosaan (modern) tidak lagi difokuskan
pada pemaksaan dan hubungan seksual tapi diperluas sehingga mencakup
beberapa hal, yaitu :1
a. forcible rape, yakni persetubuhan yang bertentangan dengan kehendak
wanita yang disetubuhi;
b. persetubuhan tanpa persetujuan wanita (wanita dalam keadaan tidak
sadar);
c. persetubuhan dengan persetujuan wanita, tapi persetujuan itu dicapai
melalui ancaman pembunuhan atau penganiayaan;
1Muladi, Memperketat Delik Susila, dalam Abdul Wahid dan Muhammad Irfan,
Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan), (Bandung:
Refika Aditama, 2001), h. 115.
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d. rape by fraud, persetubuhan yang terjadi karena wanita percaya bahwa
laki-laki yang menyetubuhinya adalah suaminya, jadi disini ada unsur
penipuan atau penyesatan;
e. statutory rape, yaitu persetubuhan dengan wanita berusia di bawah
empat belas tahun meskipun atas dasar suka sama suka.
Tindak pidana perkosaan dalam konsep KUHP diatur dalam Pasal 39
yang menyebutkan bahwa :
“(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun dan paling
rendah tiga tahun karena melakukan tindak pidana perkosaan :
ke-1 seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan,
bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut;
ke-2 seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, tanpa
persetujuan perempuan tersebut;
ke-3 seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan
persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui
ancaman untuk dibunuh atau dilukai;
ke-4 seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan
persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa
ia adalah suaminya yang sah atau ia adalah orang yang seharusnya
disetujuinya;
ke-5 seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan yang
berusia di bawah empat belas tahun, dengan persetujuannya;
(2) Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana
penjara paling lama dua belas tahun dan paling rendah tiga tahun, apabila
dalam keadaan yang tersebut dalam ayat (1) ke-1 sampai dengan ke-5 di atas
:
ke-1 seorang laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau
mulut seorang perempuan;
ke-2 barang siapa memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian
tubuhnya ke dalam vagina atau anus seorang perempuan”.
Beberapa hal yang membedakan konsep tindak pidana perkosaan
menurut konsep KUHP dengan KUHP yaitu :
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a. Bahwa untuk adanya tindak pidana perkosaan tidak harus ada
kekerasan, yang harus ada adalah adanya pertentangan kehendak (Pasal
389 ayat (1) ke-1);
b. Tindak pidana perkosaan bisa juga terjadi dalam bentuk persetujuan
persetubuhan dalam hal korban/wanitanya berusia di bawah empat belas
tahun (Pasal 389 ayat (1) ke-5);
c. Tindak pidana perkosaan (persetubuhan) tidak hanya berarti masuknya
alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan tapi juga bisa
berarti masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam anus atau mulutnya
perempuan;
d. Dan juga bisa berarti memasukkan suatu benda-benda seperti alat
elektronik berbentuk kemaluan laki-laki atau alat-alat lainnya (bukan
hanya alat kelamin) ke dalam vagina atau anus seorang perempuan.
Konsep itu merupakan langkah maju dibandingkan keberadaan
rumusan dalam pasal-pasal KUHP yang lama yang cenderung tidak bisa
mengakomodasi perkembangan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.
Kasus-kasus kejahatan kekerasan seksual yang modus operandinya kasar,
keji, vulgar dan sangat menjatuhkan martabat kemanusiaan dipersamakan
dengan kejahatan kesusilaan pada umumnya.
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B. Analisis Hukum Islam Terhadap Deviasi Seks Dalam Hal Kejahatan Seksual
1. Pornografi dan Pergaulan Bebas sebagai Faktor Utama Timbulnya Deviasi
Seksual
Pornografi dan pergaulan bebas merupakan faktor mendasar yang
menyebabkan timbulnya penyimpangan seksual. Oleh karena itu islam juga
mengharamkan pornografi dan pergaulan bebas sebagaimana ditegaskan dalam
al-Qur’an:
                    
                 
                   
                      
                           
                 
                     
                
Terjemahnya:
“30. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah
mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu
adalah lebih Suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang
mereka perbuat". 31. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah
mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka
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menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan
hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah
menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka,
atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami
mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki
mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam,
atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak
mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti
tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar
diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian
kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” [QS. an-
Nu>r (24): 31]2
Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa:
1. Memamerkan bagian-bagian tubuh yang bisa merangsang seks (pornografi),
sangat dilarang.
2. Kita dilarang memandang segala bagian tubuh yang dapat merangsang nafsu
seks.
3. Kita dilarang menyaksikan (melihat) gambar-gambar dan film-film (CD)
porno.
Demikian juga perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada zina, seperti
bercumbu, oral seks, menggauli wanita di  luar vagina, berciuman dengan nafsu,
berkhalwat, tidur dalam satu ranjang (satu selimut) dan yang sejenisnya, tidak
2Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: PT. Karya Toha Putra,
2002), h. 439.
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dapat dikategorikan zina, tetapi termasuk perbuatan maksiat yang diharamkan
dalam hukum (syari’at) Islam.3
Hal ini sejalan dengan kaidah ushuliyyah yang artinya, “apa yang
mendorong terlaksananya keharaman, maka hukumnya haram”.
Sedangkan sanksi dan hukuman bagi pelaku zina adalah sebagaimana
ditegaskan dalam al-Qur’an:
                    
                 
   
Terjemahnya:
“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-
tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada
keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman
kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka
disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” [QS. an-Nu>r (24): 2]4
Di antara persyaratan seorang pelaku zina dapat dikenakan sanksi
(hukum) adalah pelakunya harus mukallaf, oleh karena itu jika zina dilakukan
3Zuhroni dkk, Fiqh Kontemporer (Jakarta Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag RI:
2003), h. 256.
4Departeman Agama RI, op.cit., h. 488.
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oleh orang gila, anak-anak atau orang yang diperkosa, maka tidak dapat
dikenakan hukuman, karena dianggap tiidak termasuk mikallaf.5
Sejalan dengan hal-hal di atas, islam juga melarang wanita bertingkah
laku genit, yang dapat merangsang nafsu seks laki-laki, sebab tindakan ini bisa
mengundang laki-laki untuk berbuat nekad.
Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an:
                     
                   
                        
                      
                   
                       
            
Terjemahnya:
“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan
pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan
perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka
menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya
kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau
putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara
5Zuhronni dkk, Op.cit.,
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laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera
saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang
mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan
(terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan
janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka
sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang
yang beriman supaya kamu beruntung.” [QS. an-Nu>r (24): 31]6
Lebih jelasnya bahwa dalam syari’at Islam, sanksi atau hukuman bagi
pelaku zina sangat berat, yaitu:
1. Dirajam (dilempar batu) sampai mati, jika zina muhsan, yaitu zina yang
dilakukan oleh mereka yang pernah atau sedang menjalani pernikahan,
termasuk duda dan janda.
2. Didera (cambuk) 100 kali bagi pezina ghaira muhsan, yaitu zina yang
dilakukan oleh orang-orang yang belum menikah (bujang atau perawan).
2. Menyenggamai Mayat
Para ulama bersepakat bahwa menyenggamai mayat yang bukan istrinya
hukumnya haram, tetapi mereka berbeda pendapat dalam menetukan apakah
pelakunya dapat dikenakan hukum tindak pidana perzinaan atau tidak. Dalam hal
ini, jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang menyenggamai mayat wanita,
baik pada vagina atau anusnya termasuk zina yang dapat dikenai hukuman tindak
pidana perzinaan.
6Departeman Agama RI, op.cit., h. 493.
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Namun, menurut imam Abu Hanifah dan ulama Zaidiyah bahwa
menyenggamai mayat wanita meskipun termasuk perbuatan maksiat, tetapi tidak
termasuk zina.7
3. Bersenggama Dengan Binatang
Bersenggama dengan binatang disebut juga dengan istilah ityanul bahaim
atau bestiality, yaitu berhubungan seksual antara seseoarang dengan binatang.
Perbuatan ini, termasuk perbuatan tercelah dan menjijikkan yang dilarang
oleh agama Islam, bahkan seluruh ulama sepakat mengharamkan perbuatan itu.
Namun mereka berbeda pendapat dalam menetapkan, apakah perbuatan itu
termasuk zina yang dapat dikenakan hukuman tindak  pidana perzinaan atau
tidak.
Dalam hal ini, Rasulullah SAW pernah menyuruh untuk membunuh
orang yang melakukannya, begitu pula hewannya.8 Hal ini sesuai dengan hadits
Nabi saw. Yang artinya “Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW
bersabda: siapa saja yang menyenggamai mahramnya, maka bunuhlah dia, dan
siapa yang menyenggamai binatang, maka bunuhlah dia, dan bunuh pula
hewannya.” (HR. Ahmad, Ibnu Majjjah, Abu Dawud dan tirmidzi).
7Ibid., h. 257.
8Muhammad bin Ismail al-Kahlani, Subul al-Salam (Juz. IV; Mesir: Musthafa al-Babi al-
Halabi, 1960), h. 13.
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4. Homoseksual
Dalam istilah fiqh Islam, homoseksual dikenal dengan istilah al-liwath
atai amal qaumi uth, yaitu hubungan seksual sesama pria, kata liwath merupakan
penisbahan umat Nabi Luth yang dalam al-Qur’an dikisahkan sebagai pelaku
homoseksual pertama di dunia, yang kemudian mereka di-azab dengan hujan
batu hingga binasa.
Hal ini sebagaimana firman Allah swt.:
                
Terjemahnya:
“Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu
(kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu Ini adalah kaum yang
melampaui batas.” [QS. al-A’ra>f (7): 81]9
Menurut riwayat Abi al-Dunya, mula-mula kaum Nabi Luth menggauli
anus kaum wanita, kemudian pindah dilakukan kepada kaum laki-laki atau
melampiaskan nafsu seksnya kepada laki-laki. Dalam hal ini, seluruh ulama
sepakat mengenai keharaman perbuatan homoseksual, pelakunya sangat dikutuk
oleh agama Islam termasuk salah satu dosa besar. Bahkan perbuatan ini dapat
digolongkan sebagai tindak pidana jarimah.10 Hal ini sesuai dengan sabda Nabi
saw. yang artinya:
9Departeman Agama RI, op.cit., h. 215.
10Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah (Beirut: Dar al-Fikr, 1982), h. 129.
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Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah saw. Bersabda: siapa yang
menemukan pelaku perbuatan kaum Luth (liwath atau homoseksual), maka
bunuhlah si pelaku dan yang diperlakukan (pasangannya)” (HR. Abu Dawud,
al-Tirmidzi dan an-Nasa’i).
Selain landasan di atas, secara logika sosiologis, homoseksual juga
merupakan perbuatan yang melanggar fitrah manusia dan norma susila. Bahkan
lama-kelamaan perbuatan ini bisa mendorong timbulnya penyakit mental atau
kejiwaan baru, seperti benci kepada perempuan, penyakit lemah syaraf
(neurusthenia), depresi mental dan lain sebagainya.
Dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan tersebut sama sekali tidak ada
unsur maslahatnya, tetapi justru yang muncul adalah mudharatannya. Bahkan,
penelitian terakhir menunjukkan bahwa homoseksual nerupakan sumber
potensial penularan virus HIV.
Adapun hukuman bagi pelaku homoseksual, para fuqaha berbeda
pendapat:
a. Menurut Abu Bakar as-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali
bin Abi Thalib, pelaku homoseksual dihukum mati. Ha ini sesuai dengan
hadits nabi saw. yang artinya: Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah saw.
Bersabda: siapa yang menemukan pelaku perbuatan kaum Luth (liwath atau
homoseksual), maka bunuhlah si pelaku dan yang diperlakukan
(pasangannya)” (HR. Abu Dawud, al-Tirmidzi dan an-Nasa’i).
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b. Menurut Malikiyah, Hanafiyah dan sebagian Syafi’iyyah, pelaku homoseksual
dihukum had sebagaimana pelaku zina, yaitu dirajam jika muhsan dijilid
(didera) jika ghairu muhsan. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi saw. yang
artinya; “Jika seorang laki-laki mendatangi laki-laki lain (homoseksual),
maka berarti keduanya telah melakukan zina. Atau ayat lain yang artinya
hukumnya (homoseksual) sebagaimana pezina, jika muhsan dirajam, jika
ghairu muhsan dicambuk seratus kali.
c. Menurut Imam Abu Hanifah dan sebagian ulama syi’ah, pelaku homoseksual
hukumnya adalah ta’dzir, dimana macam dan kadar hukumnya tidak
ditentukan oleh al-Qur’an atau hadits Nabi, tetapi diserahkan kepada
pengadilan.
Dari ketiga pendapat di atas, menurut al-Syaukani yang paling kuat
adalah pendapat pertama, karena didasarkan pada nash yang jelas maknanya,
sedangkan pendapat kedua dan ketiga dipandang lemah karena menggunakan
qiyas.11
5. Lesbian
Kata lesbian dalam istilah fiqh dikenal dengan istilah al-Sihaq, yaitu
hubungan seksual sesame perempuan dengan teknik tertentu, sehingga satu sama
lain melakukan rangsangan sampai mencapai puncak kenikmatan.
11Zuhroni, op.cit., h. 263.
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Lesbian juga merupakan perbuatan yang diharamkan. Hal ini sesuai
dengan hadits Nabi saw. yang artinya:
“Dari Abi Sa’id al-Khudri, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda:
Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain, dan janganlah
seorang perempuan melihat aurat perempuan yang lain, dan janganlah
seorang laki-laki berkumpul dengan laki-laki lain dalam satu kain, dan
janganlah seorang perempuan berkumpul dengan perempuan lain dalam
satu kain.” (HR. al-Tirmidzi dan Abu Dawud)
Lesbian merupakan perbuatan yang dilarang, tetapi hukumnya tidak sama
dengan homoseksual. Lesbian hanyalah perbuatan asyik-masyuk (mubasyarat),
maka hukumnya diserahkan kepada penguasa. Bahkan Masfuk Zuhdi
berpendapat bahwa hukuman lesbian lebih ringan dibandingkan dengan
homoseksual, karena resiko lesbian lebih ringan dari homoseksual dank arena
lesbian hanya sekedar sentuhan langsung tanpa memasukkan alat kelamin.12
6. Onani
Dalam hal istilah fiqh, kata onani dikenal dengan istilah al-istimna’ dan
istimta’ bi al-yadd atau nikah bi al-yadd, yaitu suatu kegiatan untuk merangsang
alat kelamin atau bagian vital lainnya, baik dilakukan dengan tangan sendiri
maupun dengan bantuan orang lain untuk mencapai puncak kenikmatan. Dalam
hal kenyataan sehari-hari, onani lebih identik dengan kaum laki-laki, sedangkan
masturbasi lebih identik dengan kaum perempuan.13
12Masfuk Zuhdi, Masailul Fiqhiyah (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989), h. 18.
13Zuhroni, op.cit., h. 266.
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Para ulama memandang onani sebagai perbuatan yang tidak etis, akan
tetapi onani tidak bisa dipersamakan dengan zina, mekipun onani dilakukan
dengan menggunakan tangan wanita yang bukan istrinya.
Adapun mengenai hukum onani para ahli fiqh berpendapat:
a. Ulama Malikiyah, Syafi’iyyah dan Syi’ah Zaidiyah mengharamkannya secara
mutlak. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt:
                   
                   
Terjemahnya:
5. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, 6. Kecuali terhadap
isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya
mereka dalam hal Ini tiada terceIa. 7. Barangsiapa mencari yang di balik itu
Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas. [QS. al-Mu’minu>n
(23): 5-7]14
b. Ulama Hanafiyah pada dasarnya juga mengharamkan onani, tetapi jika
dikhawatirkan berbuat zina, maka boleh bahkan wajib menyalurkan nafsu
seksualnya melalui onani. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum islam yang
artinya: “Jika berkumpul dua bahaya, maka wajib bagi kamu mengambil
bahaya yang lebih ringan.”
c. Pendapat pengikut mazhab Hambali pada dasarnya hamper sama dengan
Hanafiyah, yaitu bahwa onani dengan tangan sendiri haram hukumnya,
14Departeman Agama RI, op.cit., h. 475.
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kecuali jika khawatir berbuat zina, maka hukumnya boleh (mubah). Hal ini
sesuai dengan kaidah hukum Islam yang artinya: “Sesuatu yang
diperbolehkan karena darurat, boleh dilakukan untuk sekedarnya saja.”
d. Menurut Ibnu Hazm, bahwa onani hukumnya makruh dan tidak berdosa
melakukannya, meskipun perbuatan tersebut melanggar norma. Alasannya
karena menyentuh kemaluannya sendiri menurut kesepakatan ulama
hukumnya makruh, maka tidak ada tambahan dari hukum mubah tersebut
hingga sengaja mengeluarkan sperma melalui onani, sehingga perbuatan onani
sama sekali tidak diharamkan.15 Hal ini sesuai dengan firma Allah swt:
                
                     
     
Terjemahnya:
Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal)
yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal Sesungguhnya
Allah Telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu,
kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan Sesungguhnya kebanyakan
(dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa
nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih
mengetahui orang-orang yang melampaui batas. [QS. al-An’am (6): 119].16
15Zuhroni Op.cit., h. 270.
16Departeman Agama RI, op.cit., h. 192.
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7. Sodomi
Yang dimaksud dengan sodomi adalah suatu kegiatan untuk
melampiaskan nafsu seksual yang dilakukan seorang laki-laki, dengan cara
memasukkan alat kelaminnya (farji) kedalam anus laki-laki atau perempuan.
Menurut suatu riwayat, bahwa pertama kali sodomi dilakukan oleh kaum
Nabi Luth yang hidup semasa dengan Nabi Ibrahim, dimana mula-mula kaum
Nabi Luth menggauli anus wanita, kemudian pindah dilakukan pada anus laki-
laki. Mengenai perbuatan sodomi, kebanyakan ulama sepakat untuk
mengaharamkannya, pelakunya sangat dikutuk oleh agama Islam.17
Hal ini sesuai dengan hadits Nabi saw. yang artinya: “Allah tidak akan
melihat kepada seseorang yang menyenggamai anus laki-laki atau perepuan.”
(HR. al-Tirmidzi dan al-Nasa’i).
C. Peranan Hukum Islam Dalam Mengatasi Kejahatan Seks
Al-qur’an sebagai rujukan hukum masyarakat islam, pada dasarnya
mengikuti bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama. Keduanya
diciptakan dari satu nafs dimana yang satu tidak memiliki keunggulan dari yang
lain. Bahkan al-qur’an tidak menjelaskan secara tegas bahwa hawa dicibtakan
dari tulang rusuk nabi adam sehingga kedudukan dan statusnya lebih rendah.
Atas dasar itu prinsip laki-laki dan perempuan dalam al-qur’an adalah sama.
17Zuhroni, op.cit., h. 259.
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Untuk memahami kedudukan kaum perempuan maka dianjurkan untuk
memahami konteks ayat ini, dalam suatu riwayat, pada suatu hari seorang
sahabat nabi bernama Saat bin Rabi menampar istrinya Habibah bin Zaid karena
suatu persoalan. Habibah tidak menerima dan mengadukan persoalan tersebut
kepada ayahnya. Lantas ayahnya pergi mengadu kepada nabi. Keputusan nabi
meminta Habibah untuk membalasnya, atas keputusan nabi tersebut kaum laki-
laki yang ada di Madinah saat itu protes.
Dari peristiwa tersebut jelas bahwa nabi telah memperhitungkan dan
faham akan akibatnya yaitu, pasti akan menghebohkan masyarakat yang
didominasi oleh laki-laki. Jadi surat an-Nisa>’ ayat 35 yang menganjurkan untuk
mengangkat hakim dalam menyelesaikan perselisihan tersebut, diturunkan
dengan semangat untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan terkhusus
pada permasalahan deviasi seksualitas.
Seks adalah salah satu karunia Allah. Ia dapat disejajarkan dengan
makan, minum, atau sejenis itu. Allah memberi kesempatan umat manusia untuk
memuaskan diri dengan makan, minum, berhubungan seks, asalkan dalam
koridor yang dihalalkan. Pusingnya, dunia sekarang ini sudah terlalu banyak
membuka lembar-lembar keharaman yang sebagian besar berkutat seputar
pelampiasan seks. Media hiburan, media bacaan, media komunikasi, dan
berbagai jenis media lain, sudah sangat sarat dengan bumbu-bumbu seks, yang
bukan saja membuat banyak aktivitas kita sebagai muslim terganggu, namun juga
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mencetak peluang sebesar-besarnya bagi bani Adam, untuk semakin terjebak
dalam dunia maksiat.
Permasalahan Penyimpangan Seks, Penyakit Kejiwaan terdapat
perbedaan sudut pandang antara kalangan seksolog umum, dengan seksologi
Islam. Seksolog hanya mengacu pada studi ilmiah, penelitian dan telaah secara
impiris, terhadap realitas, berdasarkan logika dan hukum sebab akibat secara
umum. Padahal, dalam konteks ini, setiap kesimpulan bisa bersifat sangat relatif
kebenarannya. Indera, akal, dan kecermatan manusia sangat terbatas. Sebagai
contoh, istimnaa atau onani dan masturbasi, menurut seksologi umum dianggap
bukan penyimpangan seks , selama diyakini tidak berbahaya secara fisik.
Hubungan seks suami isteri dengan fantasi haram, juga dipandang bukan
apa-apa. Akan semakin payah, bila budaya umat manusia semakin menawarkan
gaya-gaya baru dari kesesatan prilaku. Semakin banyak perbuatan yang jelas-
jelas haram menurut agama Islam, namun dipandang bukan apa-apa dalam
pandangan umumnya seksolog. Contoh yang lain adalah homoseksualisme dan
lesbianisme. Kaum homo, gay dan sejenisnya, dianggap sebagai orang-orang
normal. Alasannya adalah humanisme alias kemanusiaan dan kesetaraan gender.
Setiap manusia, pria, wanita, maupun banci, dianggap sama saja. Islam tentu saja
menghormati dan memuliakan setiap manusia. Haram bagi kita menyakiti
siapapun, seperti ditegaskan dalam hadits, “Muslim sejati adalah yang membuat
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orang lain selamat dari bahaya lisan dan tangannya. Mukmin sejati adalah yang
membuat siapapun merasa aman terhadapnya.”
Wanita, pria, atau banci sekalipun, harus diperlakukan secara baik. Juga
harus dicatat: tawanan perang, orang kafir dan kaum komunis sekalipun, dalam
Islam harus diperlakukan secara baik. Maka, memperlakukan seseorang secara
baik, bukan berarti menganggap bahwa orang itu benar. Kita wajib
memperlakukan kaum gay dan homo secara baik dalam soal keduniaan, itu tidak
berarti kita menganggap mereka benar. Dalam Islam, setiap seks atau
pelampiasan seks, atau kecenderungan seksual yang dilarang dalam Islam berarti
maksiat, dosa, dan penyimpangan.
Orang yang melakukannya berarti telah menyimpang seksnya. Orang
yang menyimpang seksnya, berarti mengalami penyakit secara kejiwaan,
meskipun menurut psikologi umum dia dianggap sehat dan normal, meski
berbeda dari keumuman. 18
Sebagaimana firman Allah:
                        
                
18Al- Fikr, Wawasan al-Qur’an Tentang Deviasi Seksualitas dan Penanggulangannya,
(Makassar :2002), h. 154
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Terjemahnya:
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir.” [QS. ar-Ru>um (30): 21]19
Wanita diciptakan untuk menjadi pasangan pria, demikian juga
sebaliknya, pria adalah pasangan wanita. Itu adalah hukum dan sunnatullah.
Firman Allah swt:
                  
                 
                    
                   
                  
          
Terjemahnya:
“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan
isteri-isteri kamu; mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian
bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan
nafsumu, Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu.
Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang Telah ditetapkan Allah
untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang
19Departeman Agama RI, op.cit., h. 572.
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hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam,
(tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam
mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya.
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka
bertakwa.”[Qs. al-Baqarah (2): 187]20
Kenapa Seks Bisa Menyimpang? Intinya, ada dua sebab utama dari
terjadinya penyimpangan seks: Pertama, implementasi seks yang keliru dan
membentur sesuatu yang diharamkan dalam syariat. Implementasi di sini mulai
dari pendidikan tentang seks, pengenalan terhadap seks, hingga pelaksanaan seks
tersebut dalam wadahnya yang disebut ‘hubungan intim’, yang halal dilakukan
oleh pasangan suami isteri. Bila terjadi keharaman dan pelanggaran dalam salah
satunya, maka dalam implementasi seks seseorang telah menyimpang, menurut
ajaran Islam.21
Kedua, kegagalan atau kekurangan dalam implementasi seks. Dalam hal
ini yang dimaksud adalah kekurangan dalam soal pendidikan dan pengenalan
seks sesuai ajaran Islam, atau kekurangan dalam ‘hubungan intim’ antara pasutri,
sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Jadi inti pada poin kedua ini bukanlah
‘kekeliruan’ dalam implementasi, namun kekurangan atau ketimpangan dalam
pelaksanaannya. Maka, amatlah berbahaya membiarkan anak-anak kecil, remaja
atau anak-anak yang masih dalam usia labil, untuk mempelajari sendiri tentang
seks, atau bahkan belajar tentang seks dari sumber yang keliru: seperti buku-
20Ibid. h. 36.
21Al-hikmah, Jender Dalam Perspektif Islam Dan Pembinaan Masyarakat ( Makassar: tp,
2000), h. 60.
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buku pendidikan seks umum yang dikarang oleh orang-orang sekuler atau
bahkan orang-orang kafir. Sebab, mereka bisa terjebak dalam pemahaman yang
salah. Juga amatlah berbahaya membiarkan anak-anak, kecil maupun remaja
seperti kita, untuk bergaul tanpa batasan.
Hal ini adalah awal dari munculnya berbagai penyimpangan seks. Saat
bergaul dengan sesama jenis tanpa batasan, hingga seseorang misalnya sering
tidur dengan teman, adik, atau kakaknya dalam satu selimut, ini akan berpotensi
menggugah bibit maksiat dalam diri manusia, sehingga muncul kecenderungan
menyukai sesama jenis. Bila ini dibiarkan, akan terus berkembang sehingga
seseorang bisa beralih secara penuh menjadi seorang homoseks atau lesbian.
Demikian juga membiarkan anak bergaul dengan lawan jenisnya tanpa batasan,
akan menciptakan peluang meledaknya gairah seks, sehinga mereka melakukan
seks pra nikah, atau yang mendekati hal itu.
Saat anak-anak terbiasa melampiaskan keinginan seks secara keliru, saat
itulah terbentuk dalam dirinya berbagai jenis penyakit syahwat. Yang
menyakitkan, banyak orang tua yang justru berbangga dengan sebagian wujud
penyimpangan seks pada anak-anaknya. “Anakku itu perempuan, tapi gaya
pakaian, prilaku dan powernya, sama dengan anak laki-laki!” “Anakku itu masih
kecil, tapi sudah bisa menyanyikan lagu-lagu orang dewasa!” “Anakku itu masih
sekolah SD, tapi kok sudah ngerti pacaran” Banyak orang tua yang justru
menceritakan hal-hal seperti itu dengan penuh kebanggaan. Bahkan sebagian
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mereka, sengaja membelikan pakaian-pakaian pria untuk anak wanitanya.
Akhirnya, anak-anak terus tumbuh dengan segala penyimpangan dalam dirinya.
Maka, semua persoalan itu hanya dapat diselesaikan dengan membentengi diri
kita dan anak-anak kita dari berbagai dosa dan maksiat.
Bila kita masih remaja, belum menikah, alangkah baiknya kita banyak
menyibukkan diri dengan acara-acara keagamaan, mengaji, membantu orang tua,
dan belajar segigih mungkin. Sehingga seluruh potensi kita berkembang secara
positif, dan pikiran kita tervokus pada hal-hal yang bersifat membangun.
Waspadai pergaulan. Berkumpullah bersama orang-orang yang shalih.
                           
          
Terjemahnya:
“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu sekalian dari jenis
lelaki dan wanita, dan Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku
agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu
sekalian adalah yang paling bertakwa.” [QS. al-Hujura>t (49): 13]22
Al-Qur’an sebagai sumber hukum pertama bagi umat Islam telah
meletakkan dasar-dasar HAM serta kebenaran dan keadilan, jauh sebelum timbul
pemikiran mengenai hal tersebut pada masyarakat dunia. Ini dapat dilihat pada
ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur’an. Antara lain, dalam Al-
22Departeman Agama RI, Op. cit., h. 745.
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Qur’an terdapat sekitar 80 ayat tentang hidup, pemeliharaan hidup dan
penyediaan sarana kehidupan, misalnya dalam Surat al-Ma>idah (5) ayat 32. Di
samping itu, Al-Qur’an juga berbicara tentang kehormatan dalam 20 ayat. Al-
Qur’an juga menjelaskan dalam sekitas 150 ayat tentang ciptaan dan makhluk-
makhluk, serta tentang persamaan dalam penciptaan, misalnya dalam Surat al-
Hujura>t (49) ayat 13.
Al-Qur’an telah mengetengahkan sikap menentang kezaliman dan orang-
orang yang berbuat zalim dalam sekitar 320 ayat, dan memerintahkan berbuat
adil dalam 50 ayat yang diungkapkan dengan kata-kata adl, qisth dan qishash.
Dalam Al-Qur’an terdapat sekitar 10 ayat yang berbicara mengenai larangan
memaksa untuk menjamin kebebasan berpikir, berkeyakinan dan mengutarakan
aspirasi. Misalnya yang dikemukakan oleh Surat al-Kahfi (18) ayat 29. Begitu
juga halnya dengan Sunnah Nabi.
Nabi Muhammad saw telah memberikan tuntunan dan contoh dalam
penegakkan dan perlindungan terhadap HAM. Hal ini misalnya terlihat dalam
perintah Nabi yang menyuruh untuk memelihara hak-hak manusia dan hak-hak
kemuliaan, walaupun terhadap orang yang berbeda agama, melalui sabda beliau.
“Barang siapa yang menzalimi seseorang mu’ahid (seorang yang telah dilindungi
oleh perjanjian damai) atau mengurangi haknya atau membebaninya di luar batas
kesanggupannya atau mengambil sesuatu dari padanya dengan tidak rela hatinya,
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maka aku lawannya di hari kiamat.” Pengaturan lain mengenai HAM dapat juga
dilihat dalam Piagam Madinah dan Khutbah Wada’.
Kedua naskah yang berkenaan dengan Nabi ini kemudian menjadi
masterpeacenya HAM dalam perspektif Islam. Piagam Madinah adalah suatu
kesepakatan antara berbagai golongan di Madinah dalam menegakkan ikatan
kebersamaan dan kemanusiaan. Adapun golongan masyarakat di Madinah pada
masa itu terdiri dari tiga kelompok, yaitu golongan Islan yang terdiri dari
golongan Anshar dan Muhajirin, golongan Yahudi dan para penyembah berhala.
Di tengah-tengah pluralitas masyarakat seperti ituNabi saw berusaha membangun
tatanan kehidupan bersama yang dapat menjamin hidup berdampingan secara
damai dan sejahtera. Prakteknya, Nabi saw mempererat persaudaraan Muhajirin
dan Anshar berdasarkan ikatan akidah.
Dalam Islam seluruh hak asasi merupakan kewajiban bagi Negara
maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, negara bukan saja
menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi tersebut, melainkan juga mempunyai
kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak tersebut. Hak asasi manusia
dalam Islam tertuang secara transenden untuk kepentingan manusia, lewat
syari’ah Islam yang diturunkan melalui wahyu.
Menurut syari’ah, manusia adalah makhluk bebas yang mempunyai tugas
dan tanggung jawab, dan karenanya ia juga mempunyai hak dan kebebasan.
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Dasarnya adalah keadilan yang ditegakkan atas dasar persamaan atau egaliter,
tanpa pandang bulu. Artinya, tugas yang diemban tidak akan terwujud tanpa
adanya kebebasan, sementara kebebasan secara eksistensial tidak terwujud tanpa
adanya tanggung jawab itu sendiri. Sistem HAM Islam mengandung prinsip-
prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan dan penghormatan terhadap sesama
manusia. Persamaan, artinya Islam memandang semua manusia sama dan
mempunyai kedudukan yang sama, satu-satunya keunggulan yang dinikmati
seorang manusia atas manusia lainnya hanya ditentukan oleh tingkat
ketakwaannya.
Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Hujura>t ayat 13,
sebagai berikut :
                           
          
Terjemahnya:
“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu sekalian dari jenis
lelaki dan wanita, dan Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku
agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu
sekalian adalah yang paling bertakwa.” [QS. al-Hujura>t (49): 13]23
Al-Qur’an dan Sunnah sebagai sumber hukum dalam Islam memberikan
penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia.
23Ibid.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Secara umum devisasi seks disebabkan oleh dua faktor, yaitu: faktor internal
dan faktor eksternal. Kedua faktor tersebut saling mempengaruhi satu sama
lain akan tetapi ada yang lebih dominan dalam mempengaruhi tindakan kita
terhadap realitas disekitar kita dalam mengaktualisasikan daya seksual kita
sehingga dapat teraktual sebagaimana mestinya dan adanya kemungkinan
terjadinya penyimpangan seksual atau deviasi seks.
2. Penyimpangan seksual, seperti zina, menyenggamai mayat, bersenggama
dengan binatang, homoseksual, lesbian, onani, sodomi, dan lain sebagainya
merupakan perbuatan yang tidak wajar yang dilarang oleh agama islam.
Oleh karena itu, untuk kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan bathin,
setiap umat islam harus mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya dalam
menjalani kehidupan dan hubungan antara laki-laki dan perempuan.
3. Islam sebagai sebuah ajaran yang diturunkan oleh Muhammad sang utusan
Tuhan telah menyempurnakan ajaran kenabian terutama dalam konsep
perkawinan agar tidak terjadi penindasan pada salah satu pihak dalam
menjalankan aktifitas seksualitas. Islam sebagai sebuah agama sangat
melarang keras dengan adanya deviasi seks dalam berbagai bentuk makanya
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islampun sangat ketat dalam memberikan sebuah aturan bagi manusia dalam
mengaktualisasikan daya seksualitasnya kepada lawan jenisnya.
B. Saran
1. Hasil penelitian ini akan ada yang menindak lanjuti sebagai penelitian
lanjutan untuk menggali lebih dalam yang terkait dengan deviasi seks
beserta permasalahannya.
2. Peran dan kerja sama antar berbagai kalangan terhadap para pelaku deviasi
seks untuk mengantisipasi hadirnya deviasi seks dalam bermasyarakat.
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